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ABSTRAK
Nanang Thomas Putra, S240906005, 2006. Implementasi Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Tesis : MAP
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di kota Surakarta, mengetahui
proses implementasi kebijakan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
implementasi kebijakan, dan memberikan rekomendasi agar implementasi
kebijakan berjalan sebagaimana mestinya.
Jenis penelitian ini diskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan sampel
purposive sampling sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang mengambil
lokasi di kota Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara
mendalam (Indepth interview), pengamatan (observasi), dan studi dokumentasi
(documentary). Validasi data yang digunakan adalah tringulasi sumber data, serta
analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif.
Berdasarkan dari hasil penelitian maka program implementasi kebijakan
penataan dan pembinaan PKL di kota Surakarta telah dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995.
Penertiban dan pembinaan masih mengedepankan persuasif tanpa memberikan
sanksi yang tegas kepada PKL, sehingga masih ada PKL yang melakukan
pelanggaran-pelanggaran, sementara penarikan restribusi tetap berjalan terus
sehingga hal ini menimbulkan persepsi PKL bahwa dengan ditariknya restribusi
secara rutin, mereka menganggap keberadaannya sudah diakui  oleh
pemerintahatau menganggap usahanya legal. Di dalam implementasi kebijakan
penataandan pembinaan pedagang kaki lima ada    faktor-faktor yang
mempengaruhi kebijakan adalah koordinasi, Sikap, yang dimaksud adalah sikap
kelompok sasaran dan sikap agen pelaksana, kondisi ekonomi dan Sumber daya.
Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi PKL
antara lain,  relokasi,  pemindahan PKL yang  berjualan  di tempat-tempat yang
dilarang ke shelter-shelter atau pasar-pasar tradisional yang telah di sediakan, dan
memberikan bantuan berupa gerobak dorong kepada PKL.
Saran dari penelitian ini adalah dalam upaya untuk mengatasi
pertumbuhan PKL, maka diperlukan langkah-langkah untuk mengatisipasi sedini
mungkin dengan cara tindakan yang tegas terhadap PKL yang melangggar
peraturan dan diberikan sanksi. Sikap agen pelaksana yang sangat mendukung
program ini, seharusnya diimbangi dengan dukungan dari PKL, aspirasi yang
memungkinkan untuk dipenuhi hendaknya diperhatikan sehingga PKL akan
memberikan   dukungan   penuh terhadap   program.Dalam upaya untuk lebih
menyadarkan tentang pemahaman terhadap peraturan daerah, pemerintah
diharapkan terus melakukan sosialisasi secara intesif kepada PKL sehingga
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PKL dapat diminimalisir.
xii
ABSTRACT
Nanang Thomas Putra, S2 40906005, 2006. The Implementation of Surakarta
Municipal Local Regulation Number 8 of 1995 about the Street Seller
Arrangement and Building Policy in Surakarta City. Thesis: MAP Postgraduate
Program of Surakarta Sebelas Maret University.
This research aims to analyze the implementation of Surakarta Municipal
Local Regulation Number 8 of 1995 about the Street Sellers Arrangement and
Building Policy in Surakarta city, to find out the policy implementation process,
factors affecting the policy implementation, and to give recommendation in order
that the policy implementation runs properly.
This study belongs to a descriptive qualitative research that used the
purposive sampling technique corresponding to the objective to be achieved,
taking location in Surakarta. The data collection was conducted using in-depth
interview, observation and documentary study. The data validation employed was
data source triangulation, as well as data analysis method used was an interactive
analysis model.
Based on the result of research, the implementation program of street
sellers arrangement and building program in Surakarta city has been conducted
corresponding to the Surakarta Municipal Local Regulation Number 8 of 1995.
The ordering and building still emphasizes on persuasive approach without giving
firm sanction to the street sellers, so that there are still many street sellers do the
violations, while the retribution collection run continuously leading to the street
sellers’ perception that with the routinely retribution collection, the government
recognizes their existence or considers their business as legal. In implementing the
street seller arrangement and building policy, there are many influential factors:
coordination, attitude, in this case is the target group’s attitude and the
implementer agent’s attitude, economical condition and human resource.
The attempts the government had conducted in solving the street seller
problem include relocation, street seller displacement from the forbidden places to
the available shelters or traditional market, and grant conferment in the form of
cart to the street sellers.
The recommendation of research is that in dealing with the street seller
growth, there should be some measures to cope with it early by taking the firm
actions and giving the sanction to the street sellers violating the rule. The
implementer agent’s attitude that really supports this program should be
compensated with the street sellers’ support; the aspiration feasibly to be met
should be taken into account so that the street sellers support fully the program. In
the attempt of making the street sellers aware  of the understanding  on local
regulation, the government is expected to conduct socialization intensively to the




A. Latar Belakang Masalah.
Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Indonesia tidak dapat
dipisahkan dari kegiatan sektor informal, termasuk didalamnya Pedagang
Kaki Lima (PKL). Kehadiran PKL mulai menimbulkan masalah ketika
mereka menggunakan atau menyerobot ruang-ruang publik yang mereka
mengaanggap strategis secara ekonomis, seperti jalan, trotoar, jalur hijau
(taman) dan sebagainya. Urban space yang mestinya berfungsi publik, sering
diokupasi secara permanent oleh PKL sehingga  pengguna lain  kehilangan
wadah untuk beraktivitas.
Namun di sisi lain dengan kehadiran PKL tetap diperlukan oleh
masyarakat luas. Jenis barang yang dijajakan (makanan, pakaian, kelontong
dan sebagainya) senantiasa dicari oleh pembeli. Harganya yang relatif lebih
murah jika dibandingkan dengan di pertokoan formal, sehingga menjadikan
PKL sebagai tempat berbelanja alternatif. Selain itu juga berbelanja di area
PKL juga merupakan aktivitas rekreasi yang cukup digemari oleh sebagian
masyarakat kota.
Pedagang kaki lima  (PKL) selalu  diidentikkan dengan kekumuhan,
susah diatur, dan ''musuh'' pemerintah. Tidak mengherankan jika untuk
menertibkan serta membersihkan wajah kota dari para PKL hampir selalu
ditempuh langkah yang tidak populer, yakni penggusuran. Amat sering kita
melihat tayangan media  massa (televisi) yang menggambarkan bagaimana
1
2perlawanan para PKL terhadap penggusuran. Tangisan anak-anak dan wanita,
wajah geram para pria, serta aparat yang tampak tidak peduli karena hanya
berpegang pada  hukum atau aturan.  Bentrok antara aparat dan PKL yang
berusaha mempertahankan sumber penghidupannya sering tidak bisa
dihindarkan
Ada dua pandangan umum yang bertolak belakang dalam memaknai
kehadiran PKL. Pandangan umum pertama ialah mereka sering dilihat
sebagai sumber kesemrawutan kota karena seenak sendiri mendirikan tenda
atau bangunan semi permanen diberbagai tempat strategis yang sebenarnya
merupakan larangan. Tak pelak sering menimbulkan kemacetan lalu lintas
karena tempat usahanya memakan badan jalan. Disamping itu, mereka
menciptakan kantong-kantong kekumuhan karena biasanya mereka abai
terhadap kebersihan dan ketertiban. Demi menjaga keindahan kota para PKL
menjadi sasaran penertiban, yang dari segi kemanusiaan memang terasa
sewenang-wenang.
Namun dari pandangan umum kedua, usaha yang juga disebut sektor
ekonomi informal itu sesungguhnya merupakan bentuk kreativitas luar biasa
dari kaum pinggiran dalam menghadapi impitan kondisi ekonomi yang tidak
ramah. Sejak krisis ekonomi dipengujung 1997 dan ditambah dengan
kerusuhan awal Mei 1998, PKL di kota Surakarta mengalami perkembangan
yang sangat pesat sekali, mereka tumbuh bak cendawan pada musim hujan.
Menjamurnya PKL ini  tidak terlepas dari imbas keberpihakan pemerintah
kepada pengusaha-pengusaha besar dalam hal perolehan pinjaman besar untuk
3modal usahanya. Sehingga ketika hantaman krisis melanda Indonesia banyak
perusahaan besar yang terpuruk dan akhirnya gulung tikar, termasuk di
Surakarta. Akibat dari keterpurukan perekonomian maka mengakibatkan
PHK besar-besaran sehingga mengakibatkan banyak pengangguran. Mereka
yang terkena dampak dari krisis ekonomi ini kemudian membuka usaha
informal yang salah satunya ialah PKL ini.
Fakta menunjukkan bahwa sektor informal memainkan peranan   yang
penting dalam ekonomi di perkotaan, dalam arti menyerap banyak tenaga
kerja di perkotaan dan memberikan fee bagi pemerintah daerah dalam bentuk
pajak dan retribusi. Tetapi keberadaan sektor informal yang sering dipandang
ilegal dan sebagai kelompok marginal (pinggiran) di perkotaan, sering
menimbulkan berbagai persoalaan, seperti kemacetan lalu lintas, mengotori
kota, dan mengurangi keindahan disekitarnya.
Namun demikian berdasarkan dari fakta yang ada di perkotaan, sektor
informal di kota tidak dapat dihapus, malahan cenderung semakin meningkat.
Sektor informal juga memberikan sumbangan bagi penciptaan kesempatan
kerja, ini berarti juga mengurangi problema ekonomi dan sosial di perkotaan
Dengan melalui lapangan kerja yang mereka ciptakan sendiri yang nantinya
akan menambah pendapatan mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan di
perkotaan. Keberadaan sektor informal di kota juga memberikan pelayanan
produksi dan distribusi barang dan jasa yang relatif lebih murah apabila
















1. 2003 3.834 - -
2. 2004 - 150.000.000 150.449.200 0 0 -
3. 2005 5.817 155.000.000 155.107.000 3,09 % 0 51,72 %
4. 2006 - 155.000.000 155.206.400 0,06 % 0 -
5. 2007 3.917 155.000.000 155.102.800 0 0,07 % 32,66 %
6. 2008 3.917 208.250.000 208.260.600 34,27 % 0 -
tentunya membantu masyarakat yang berada dilapisan bawah dalam
memenuhi tuntutan kebutuhannya.
Terlepas dari sisi negatif yang dapat ditimbulkan oleh sektor informal
di perkotaan, maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana membuat
alternatif kebijakan untuk mengelola sektor informal, karena bagaimanapun
juga sektor informal tidak dapat diabaikan begitu saja oleh pemerintah. Fakta
empiris menunjukan bahwa PKL disamping menjadi problem bagi pemerintah
daerah akan tetapi PKL juga memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Semenjak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 sumbangan restribusi
PKL mengalami cukup peningkatan bagi pemerintah kota Surakarta. Hal ini
dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini :
Tabel 1.
J umlah PKL dan Sumbangan restribusi PKL terhadap PAD
Sumber : Kantor Pengelolaan PKL Surakarta 2008
Dari data di atas nampak bahwa kontribusi PKL terhadap PAD
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, jika dilihat dari kenaikan
setiap tahunnya nampak bahwa pada tahun 2006 dan 2007 mengalami
penurunan jika dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya, akan
tetapi tidak begitu besar, yaitu untuk tahun 2005 besaran kenaikan sebesar
5Rp 4.657.800,- (jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2004) sementara itu
untuk tahun 2006 besaran kenaikan hanya sebesar Rp 99.400,-(Jika
dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2005) Kemudian penerimaan
restribusi PKL mengalami penurunan lagi pada tahun 2007 jika dibandingkan
dengan realisasi penerimaan tahun 2006, penurunannya sebesar Rp 103.600,-
Penurunan ini bisa saja disebabkan karena pemerintah kota Surakarta telah
berhasil merelokasi PKL yang ada di kecamatan Banjarsari ke pasar klithikan
Notoharjo Silir Semanggi. Namun penerimaan penurunannya tidak begitu
besar akan tetapi hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi PKL terhadap
PAD mengalami masalah khususnya dalam manajemen pengelolaannya dan
sudah tentu harus mengetahui penyebabnya. Akan tetapi untuk tahun 2008
pemerintah kota Surakarta menaikan target penerimaan restribusi menjadi
sebesar Rp 208.250.000,- dan dapat terealisasi pada akhir tahun 2008. Hal ini
dikarenakan adanya penambahan PKL wisata kuliner di Gladak Langen Boga.
Berdasarkan data tersebut di atas, nampak bahwa perkembangan
jumlah PKL pada  tahun 2007 mengalami penurunan.. Hal ini disebabkan
antara lain karena pemerintah kota Surakarta telah berhasil melakukan
relokasi PKL. Pada tanggal 23 Juli tahun 2006 lalu, sekitar berjumlah 1000
PKL yang semula berjualan di Monumen 45 Banjarsari resmi pindah ke pasar
Klithikan Notoharjo Silir Semanggi Surakarta.
Permasalahan sektor informal dalam hal ini adalah pedagang kaki lima
(PKL), permasalahan ini juga dialami di kota-kota di Indonesia. Hal ini
disebabkan karena banyaknya tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan
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perkotaan yang relatif terbatas mengakibatkan sebagian para tenaga kerja
memasuki ke sektor informal yang tidak memerlukan banyak persyaratan,
baik itu persyaratan administrasi pemerintahan daerah ataupun persyaratan
pendidikan dan ketrampilan
Persoalan sektor informal ini juga yang terjadi di kota Surakarta.
Pedagang kaki lima terdiri dari pedagang kelontongan, pakaian, alat-lat rumah
tangga, makanan kecil, warung makan, dan lain-lain. Mereka berjualan tanpa
mengindahkan peraturan daerah yang telah di buat pemerintah kota
Kota Surakarta memberikan perhatian yang serius terhadap keberadaan
PKL ini. Meskipun menghadapi berbagai kendala, upaya penataan dan
pembinaan PKL terus dilakukan. Perhatian Pemerintah kota terhadap PKL
semakin meningkat dari  tahun ke tahun. Pendekatan yang dilakukan oleh
pemerintah kota Surakarta yaitu dengan pendekatan yang humanis dalam
penataan PKL. Pembangunan shelter-shelter permanen di kompleks Gelora
Manahan dan kleco, tendanisasi dan grobakisasi PKL di jalan Slamet Riyadi
serta berbagai program lainnya melengkapi upaya penataan PKL dengan
pendekatan pemberdayaan melalui fasilitas bangunan atau tempat berdagang.
Pedagang kaki lima menimbulkan permasalahan bagi kota Surakarta.
Permasalahan yang ditimbulkan antara lain adalah :
1. Jumlah PKL yang tidak terkontrol dan terlanjur menjamur
2. Banyak fasilitas umum, fasilitas sosial dan ruang publik yang rusak atau
hilang karena digunakan oleh PKL
73. Terjadi kesemrawutan dan kemacetan lalu-lintas di kawasan PKL
4. Timbulnya kekumuhan kota
5. Timbulnya permasalahan kebersihan, sosial, ekonomi, ketertiban dan kea-
manan.
Permasalahan di atas mendorong pemerintah kota Surakarta untuk
mencari jalan keluar yang terbaik bagi pemerintah dan pedagang kali lima
sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi kedua belah fihak.
Tujuan jangka panjang penertiban ini adalah untuk menjadikan kota
Surakarta menjadi tertata dengan baik tertib, sehingga kota Surakarta
dikenang setiap wisatawan yang berkunjung ke Surakarta. Selain itu juga,
pemerintah kota Surakarta menata, mengatur, membersihkan kawasan yang di
tempati PKL ini untuk mengembalikan fungsi publik yang selama ini kurang
maksimal karena digunakan sebagai tempat berdagang oleh pedagang kaki
lima. Pemerintah kota juga ingin meningkatkan rasa aman dalam melakukan
jual beli baik bagi pedagang maupun bagi pembeli serta memberikan tempat
yang lebih layak bagi para PKL.
Kebijakan yang mendorong untuk menertibkan pedagang kaki lima di
kota Surakarta adalah dengan adanya Perda kota Surakarta No. 8 tahun 1993
tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta
tahun 1993 — 2013 dan Peraturan Daerah No.8 tahun 1995 tentang Penataan
dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), maka PKL yang berada di
Surakarta dilakukan penataan dan pembinaannya.
Berkaitan dengan tujuan dengan pembinaan dan penataan PKL ini,
maka masih perlu diuji di lapangan implementasi kebijakan, faktor-faktor apa
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PKL di Surakarta ini.
Pertanyaan-pertanyaan demikian tentunya akan menarik untuk dikaji
berkaitan dengan implementasi kebijakan di kota Surakarta ini, karena apa
yang normatif ditetapkan dalam sebuah kebijakan publik (public policy
making), belum tentu sepenuhnya dapat dicapai atau diwujudkan dalam
tahapan implementasinya (public policy implementation).
Sebaik apapun sebuah kebijakan publik yang dirumuskan, baik
menyangkut sasaran, bentuk, tujuan, pendekatan pelaksanan, metode,
prosedur, mekanisme dan lain-lain, namun pada akhirnya sejauh mana semua
hal itu tersebut dapat direalisasikan akan sangat ditentukan oleh bagaimana
implementasi kebijakan tersebut. Ini disebabkankarena persoalan
implementasi merupakan hal yang kompleks, yang bukan hanya ditentukan
oleh faktor internal kebijakan itu, tetapi juga oleh faktor-faktor di luar
kebijakan itu, misalnya faktor lingkungan sosial politik dan ekonomi, sikap
dan perilaku kelompok sasaran, dan lain-lain.
Pemerintah kota melakukan langkah-langkah yang mengedepankan
kebijakan yang partisipatif dalam penataan dan pembinaan PKL di Surakarta.
Dengan adanya reformasi tentunya sangat mendukung bagi pemerintah lokal
dalam upayanya untuk menggunakan segala kemampuannya untuk mengelola
pemerintahannya sendiri. Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 tahun
1999 tentang otonomi daerah dan kemudian diperbaharui dengan Undang-
undang nomor 32 tahun 2004 yang memberikan ruang gerak yang sangat luas
9bagi pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan
adanya otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah yang amat
luas dalam pengelolan pemerintah yang baik (good governance). Salah satu
dari karakteristik good governance adalah partisipasi publik. Dengan
partisipasi publik akan memberikan dukungan yang amat kuat terhadap
kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan
publik merasa dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan akhirnya publik
merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah.
Berdasarkan Buku Direktori PKL tahun 2003, jumlah PKL di kota
Surakarta sebanyak 3.843 PKL tersebar di 5 (lima ) wilayah kecamatan. Di
kecamatan Banjarsari sebanyak 1.405 PKL, di kecamatan Jebres 678 PKL, di
kecamatan Lawiyan 571 PKL, di kecamatan Pasar Kliwon 604 PKL dan di
kecamatan Serengan 396 PKL.
Menurut data Kantor Pengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota
Surakarta, pada tahun 2005 melakukan pendataan kembali. Jumlah PKL pada
tahun tersebut sebanyak 5.817 PKL yang juga tersebar di 5 (lima) kecamatan
diberbagai sudut kota, jumlah PKL tersebut yang ada di kota Surakarta
tergolong cukup besar. Dari tahun 2003 sampai tahun 2005 terjadi
peningkatan PKL sebesar 51,7 %. Peningkatan jumlah tersebut juga
meningkatkan variasi maupun intensitas permasalahan yang ditimbulkan oleh
PKL.
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No. Kecamatan Jumlah %
1. Banjarsari 1.050 26,81
2. Jebres 1.172 29,92
3. Laweyan 697 17,79
4. Pasar Kliwon 617 15,75
5. Serengan 381 9,73
J u m l a h 3.917 100
Kemudian berdasarkan hasil data dari kantor pengelolaan PKL kota
Surakarta dapat diketahui jumlah dan penyebaran PKL. Jumlah PKL pada
tahun 2007 sebanyak 3.917 PKL, tersebar di 5 (lima) wilayah kecamatan
Sebagian besar jumlah PKL berada di Kecamatan Jebres dan Banjarsari. Di
kecamatan Banjarsari terdapat 1.050 PKL (28,81%) dan di kecamatan Jebres
1.172 PKL (29,92%).
Jika dibandingkan dengan jumlah PKL pada tahun 2005, terlihat
penurunan jumlah PKL 32,66% Penurunan tersebut  secara tidak langsung
maupun lansung merupakan   prestasi pemerintah   kota Surakarta dalam
melakukan penataan dan pembinaan PKL melalui program relokasi
(dimasukkan ke dalam pasar tradisional, ke dalam kantong-kantong PKL
maupun lokasi lainnya), penyuluhan, penertiban dan lain sebagainya. Jumlah
dan penyebaran PKL secara detail dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :
Tabel 2.
Jumlah PKL per Kecamatan di kota Surakarta tahun 2007
Sumber : Laporan Akhir Kantor Pengelolaan PKL Surakarta tahun 2007
Makanan merupakan jenis dagangan yang dipilih sebagai
komoditi utama oleh sebagian besar PKL, jumlahnya mencapai 2.445 PKL
atau 62,42%.Buah-buahan, rokok dan kelontong menempati urutan kedua,
meskipun proporsi jauh lebih kecil yaitu berkisar 2-3%.
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No. Jenis Dagangan Jumlah %
1. Makanan/miuman 2.445 62,42
2. Buah-buahan 112 2,86
3. Pakaian 33 0,84
4. Rokok 128 3,27
5. Voucher HP 51 1,30
6. Onderdil 43 1,10
7. Kelontong 113 2,88
8. Mainan anak 14 0,36
9. Tanaman hias/buah 44 1,12
10. Alat elektronik 28 0,71
11. Furniture 8 0,20
12. Binatang 7 0,18
13. Lain-lain 891 22,75
Jumlah 3.917 100,00
Data terakhir menunjukkan bahwa PKL di tepi jalan raya yang saat ini
menjual pakaian dan onderdil jumlahnya sangat kecil (0,84% dan 1,10%).
Pengurangan jumlah tersebut bisa jadi dikarenakan sebagian besar PKL telah
direlokasi di tempat-tempat lainnya (ke dalam pasar klithikan Semanggi dan
ke dalam lapangan Gelora Manahan). Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada
tabel 4 berikut ini :
Tabel 3.
Jenis dagangan PKL di kota Surakarta
Sumber : Laporan Akhir Kantor Pengelola PKL Surakarta tahun 2007
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas
dan sesuai dengan pendekatan studi dalam analisis implementasi kebijakan
publik, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah implementasi kebijakan penataan dan pembinaan
pedagang kaki lima di Surakarta ?
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2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan
penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Surakarta ?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-
hambatan ?
C. Tujuan Penelitian
Mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka
tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui proses implementasi kebijakan penataan dan pembinaan
pedagang kaki lima di Surakarta
2. Mengkaji dan menganalisi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima
di Surakarta.
3. Menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-
hambatan dalam implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang
kaki lima tersebut.
D. Manfaat Penelitian.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai
berikut :
1. Manfaat teoritis.
a. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu
kebijakan publik pada umumnya dan secara khusus pada implementasi
penataan dan pembinaaan pedagang kaki lima.
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b. Bagi dunia akademis, penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat bagi
dunia akademis sebagai sebuah sumbangan pemikiran yang jauh dari
sempurna, dan semoga dapat dikembangkan dan disempurnakan dalam
penelitian yang lebih mendalam.
c. Sebagai bahan acuan atau referensi untuk melakukan penelitian-
penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis.
a. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan di instansi
terkait khususnya terhadap kebijakan penataan dan pembinaan PKL,
dan bagi penelitian yang akan datang.
a. Bagi penulis, penulisan ini akan menambah wawasan dan
pengetahuan tentang pelaksanaan kebijakan publik, khususnya
tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.
b. Bagi pemerintah kota, dengan tertatanya PKL maka keindahan kota
akan terlihat lebih baik lagi sehingga wisatawan yang datang ke kota
Surakarta akan terkesan dan akan mengenang selamanya, dan juga
diharapkan akan datang kembali ke kota Surakarta.
c. Memberikan rekomendasi agar kebijakaan penataan dan pembinaan





Peran sektor informal pada masa kini tidak dapat dibantah sebagai
penampung tenaga kerja yang tidak dapat diserap pada sektor formal walaupun
terkadang berkecimpung di dalam sektor informal bukanlah solusi yang tepat
untuk menambah pendapatan. Dalam pandangan Brata (Zahya Kurnia Saragih,
2006:516) memang  pada saat ini banyak  diungkapkan bahwa sektor informal
memiliki peran penting bagi masyarakat di tengah krisis ekonomi.. Selanjutnya
Brata mengatakan (Zahya Kurnia Saragih, 2006:516) disaat sendi-sendi
perekonomian yang pada saat ini sangat diandalkan dan didukung oleh
pemerintah mulai goyah  bahkan  bangkrut namun sektor informal dan UKM
(Usaha Kecil Menengah) muncul sebagai sektor alternatif yang menyokong
ekonomi kerakyatan. Dengan memupuk sektor informal diyakini pula akan dapat
dicapai pemulihan ekonomi.
Badan Pusat Statistik mengumumkan, angka pengangguran Februari
2008 menurun dibandingkan Februari 2007 dan Agustus 2007. Jumlah
penganggur pada Februari 2008 sebesar 9,43 juta orang, berkurang 584.000
dibandingkan dengan Agustus 2007 atau berkurang 1,12 juta orang dibanding
pada Februari 2007 yang mencapai 10,55 juta orang. Problem penganguran
terselamatkan oleh sektor informal yang lebih bisa menyerap tenaga kerja.
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Meski jadi penyelamat, sektor informal dinilai kurang berkualitas dalam
prespektif penyerapan tenaga kerja. Pada umumnya, sektor informal yang
menyerap tenaga kerja adalah bidang pertanian, perdagangan, dan jasa
kemasyarakatan. ”Dari tahun ke tahun, sekitar 70 persen pekerja di sektor
informal, 30 persen di sektor formal,” ujar Deputi Kepala Badan Pusat Statistik
(BPS) Bidang statistik Sosial Arizal Ahnaf, Kamis (15/5) di Jakarta. (Sumber ,
Kompas, 16 Mei 2008, halaman 1)
Istilah sektor informal pertama kali dilontarkan pada tahun 1972 ketika
ILO mempublikasikan hasil studinya yang berjudul “employment, income an
Equity : A Strategy for Increasing Productive Employment in Kenya”. Publikasi
ini dipandang sebagai awal dari lahirnya konsep sektor informal. Pada tahun-
tahun berikutnya konsep ini banyak dibahas dan digunakan oleh berbagai lembaga
dan para peneliti serta instansi pemerintah dan lainnya sebagai suatu pendekatan
baru terhadap penyelasaian permasalahan penganguran di negara-negara
berkembang (Zein Nasution dalam Sri Yuliani dkk,2000:5)
Penelitian sektor informal mengkonseptualisasikan adanya tiga fator
sebagai pendorong (stimulus) terjadinya suatu  proses penentuan tindakan  dari
suatu pilihan kesempatan kerja di sektor informal, yaitu : pendidikan, kemiskinan
dan deprivasi relatif. Ketiga faktor ini merupakan ubah-ubahan yang
keberadaannya “tercuat” (break out) melalui penelaahan kritis terhadap suatu
fakta sosial yang diduga keras melingkupi kehidupan sektor informal.
Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang mendorong individu agar
mampu berfikir logis dan tanggap terhadap lingkungan komunitasnya, dengan
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menitikberatkan kepada pengembangan jiwa raga individu dan masyarakat secara
keseluruhan, dengan tidak meninggalkan perkembangan kebudayaan yang
melekat di dalamnya. Sehingga pada akhirnya individu yang mengenyamnya
secara tidak langsung akan memperoleh atau lebih tepatnya ditempatkan dalam
posisi sosial tertentu dalam masyarakat. Dan ini menuntut untuk dapat melahirkan
pernyataan-pernyataan hidup (living expressions) yang besifat kritis terhadap
sesuatu hal, termasuk di dalamnya memilih tatanan sosial yang hendak digeluti
sesuai dengan kemampuan sosialisasinya.
Menurut Combs (Argyo Demartoto,2001:27) pendidikan dibedakan
dalam tiga bentuk, yaitu (1) pendidikan formal ; (2) pendidikan non formal; dan
(3) pendidikan informal.
Pendidikan formal ialah menunjuk pada suatu sistem pendidikan yang
diselenggarakan di lembaga sekolah secara teratur, berjenjang mulai dari sekolah
dasar sampai perguruan tinggi, yang mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat.
Pendidikan non formal ialah menunjuk pada proses pendidikan yang berlangsung
di luar sekolah, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta secara
teratur dalam waktu yang relatif singkat dan lebih menekankan pada kecakapan
dan ketrampilan tertentu, tetapi tidak mengikuti peraturan yang ketat dan tetap
seperti pada pendidikan formal, sehingga sifatnya lebih luwes (fleksibel). Program
pendidikan non formal lebih khusus (spesifik), maka bisa dilaksanakan pada
lingkungan yang sesuai. Pendidikan informal ialah menunjukkan pada suatu
pengalaman seseorang yang diperoleh dalam sehari-harinya dengan sadar, sejak
lahir hingga mati, melalui sosialisasi pergaulan hidupnya.
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Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam
pengembangan sumber daya manusia. Di satu pihak pendidikan meningkatkan
produktivitas kerja, dilain pihak pendidikan merupakan indikator tingkat
kemiskinan. Konsep tersebut telah berupaya memberikan pengertian bahwa antara
tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan, antara ketimpangan pendidikan dan
ketimpangan pendapatan mempunyai hubungan yang erat, dengan asumsi bahwa
mereka tetap miskin (baik material maupun non material) karena kurang berhasil
dalam pendidikannya.
Kemiskinan merupakan salah satu faktor penghambat pengembangan
sumber daya manusia, yang pada akhirnya menyebabkan seseorang tidak dapat
memenuhi kebutuhan dasar dengan memadai. Kemiskinan biasanya dilukiskan
sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.
Kemiskinan itu sendiri bukanlah suatu gejala yang terwujud semata-mata hanya
karena faktor ekonomi saja. Dalam kenyataannya faktor sosio kulturalpun tidak
bisa dikesampingkan dalam menyumbangkan pengaruhnya terhadap gejala
kemiskinan. Bayo berpendapat (Argyo Demartoto,2001:27) bahwa “Kemiskinan
adalah gap (jurang) antara nilai-nilai utama yang diakumulasikan dengan
pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai itu secara layak.“
Mereka (the have not) tak pelak lagi merasakan kemiskinannya sebagai
suatu yang datangnya tidak dikehendaki. Walaupun demikian kadangkala belum
tentu mereka sadar akan kemiskinannya. Kesadaran akan kemiskinannya baru
terasa pada saat mereka membandingkan (comparation) keadaan hidupnya dengan
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orang lain yang berada disekitarnya yang tergolong sebagai orang mampu (the
haves).
Konsep deprivasi relatif merupakan deprivasi yang dirasakan bila
seseorang membandingkan dirinya dengan kelompok tertentu (generalized orther)
atau dengan kata lain hal ini ditentukan oleh pilihan individu tersebut terhadap
kelompok yang akan dijadikannya sebagai kelompok referensi komparatif (Berry
1982:91). Dengan demikian, bahwasanya tingkat pendidikan yang rendah dan
kondisi kemiskinan adalah merupakan kontributor utama dalam menciptakan
situasi deprivasi relatif.
Konsep deprivatif relatif menunjukkan pada pentingnya landasan
normatif bagi kelompok referensi komparatif. Menurut Berry (Argyo Dematoto,
2000:12) deprivasi adalah :
”............perasaan yang timbul bila menyadari, bahwa kondisi hidupnya
mengalami kekurangan dalam beberapa hal, hal-hal mana mereka sadar
ada pada diri orang lain, dan ia merasa bahwa seharusnya hal-hal itu
harus juga ia miliki”.
Perwujudan dari keadaan deprivasi relatif sebagai akibat ketidak
berdayaan golongan pendidikan rendah dan miskin tersebut, yang tentu saja akan
banyak mempengaruhi kehidupan sosial ekonominya secara luas sehingga adanya
tindakan alternatif dari ”golongan lemah” tersebut di dalam memilih
pekerjaannya. Disatu pihak perasaan deprivasi relatifnya yang tinggi
menimbulkan keinginan untuk ”duduk se]a]ar” dengan mereka yang berstatus
bekerja di sektor formal, dilain pihak sektor formal relatif padat modal dan
ketrampilan (capital intensive), suatu syarat yang tidak terpenuhi. Hingga pada
akhirnya sikap nrimo-nya tumbuh dengan memilih sektor informal yang tidak
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menuntut modal,   ketrampilan   dan   pendidikan tinggi, sebagai suatu ajang
pergulatan di dalam menopang kehidupannya.
Menurut Gilbert dan Gugler (Argyo Demartoto,2001:28), aktivitas-
aktivitas sektor informal adalah cara melakukan sesuatu yang ditandai dengan :
a) mudah untuk dimasuki, b) bersandar pada sumber daya lokal, c) usaha milik
sendiri, d) operasinya dalam skala kecil, e) padat karya dan tehnologinya bersifat
adaptif, f) ketrampilan dapat diperoleh di luar sistem sekolah formal, dan g)tidak
terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.
Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sub sektor di sektor informal
yang terbesar. Secara sederhana PKL dapat disebut sebagai para penjaja dengan
modal dan ketrampilan yang relatif rendah, yang bertempat di jalan-jalan atau
trotoar untuk memenuhi kebutuhan golongan masyarakat tertentu. Berdasarkan
cara berjulannya atau menjajakannya PKL pasang, dorongan keliling dan asongan
menurut Didik J. Rachbini. (Argyo Demartoto,2001:28)
Untuk membangun suatu penelitian, kerangka teori sangat diperlukan,
terutama sebagai landasan untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian.
Sejalan dengan topik dan temanya, maka penelitian melalui pendekatan holistik.
Penelitian ini memerlukan teori-teori dan referensi-referensi tentang sektor
informal, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, serta faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik.
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B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
a. Kebijakan Publik
Dalam literatur ilmu politik dan administrasi negara, terdapat banyak
definisi tentang kebijkan publik. Masing-masing ahli memiliki konsep yang
berbeda dalam memberikan definisi tentang kebijakan publik. Masing-masing
ahli memberikan penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena
masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Berikut
ini adalah definisi tentang kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli
kebijakan publik adalah sebagai berikut :
Richard Rose (Winarno,2002:15), menyarankan bahwa kebijakan
hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak
berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang
bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kemudian Thomas
R. Dye (Winarno,2002:15),mengatakan bahwa “Public policy is whatever
governments choose to or not to do “ (Kebijakan publik adalah apapun yang
dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan).
Sedangkan Robert Eyestone (Winarno,2002:15), ia menyatakan bahwa
“secara luas“ kebijakan publik dapat didifinisikan sebagai berikut hubungan
suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.
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Pakar lainnya Carl Friedrich (Winarno,2002:16), mendefinisikan
kebijakan sebagai :
“Suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu guna mengatasi
hambatan-hambatan serta memanfaatkan kesempatan-kesempatan
dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu
sasaran atau maksud.“
Menurut Anderson (Winarno, 2002:18), konsep kebijakan publik ini kemudian
mempunyai beberapa implikasi, yakni :
1. Titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi
pada maksud dan tujuan dan bukan perilaku secara serampangan
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh
pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-
keputusan yang tersendiri.
3. Kebijakan adalah apa sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan
bukan yang diinginkan pemerintah.
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau
negatif.
Sedangkan menurut Dunn (2003:132), kebijakan publik adalah pola
ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling
tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat
oleh badan atau kantor pemerintah.
Kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan yang di dalamnya
terdapat proses yang divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling
bergantung dan diatur menurut urutan waktu.
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Dunn (2003:22) membagi proses pembuatan kebijakan dalam 5 (lima) tahapan,
yakni :





Dari berbagai penjelasan diatas, kiranya dapat disimpulkan bahwa
kebijakan publik adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam
rangka mengatasi suatu masalah yang muncul di dalam masyarakat.
Dalam konteks ini, maka program penataan dan pembinaan PKL di kota
Surakarta dapat dikategorikan sebagai suatu kebijakan publik (public policy),
karena merupakan tindakan yang sengaja diambil oleh pemerintah dalam
rangka merespon masalah PKL yang berada di Surakarta.
b. Implementasi.
1. Konsep Implementasi Kebijakan.
Untuk dapat mewujudkan suatu tujuan yang ditetapkan, maka
kebijakan publik itu perlu diimplementasikan. Sebab seperti yang
dikatakan Udoji (Wahab, 2004:59) mengatakan bahwa pelaksanaan
kebijakasanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih
penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar berupa
impian kalau tidak diimplementasikan.
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Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan
kebijakan dengan implementasi kebijakan, dalam arti walaupun perumusan
dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak
bekerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan
menjadi jelek begitu pula sebaliknya.
Masmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo (2001 ;
192) menjelaskan makna implementasi mengatakan bahwa :
“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program
dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-
usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk
menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atu kejadian-
kejadiannya”.
Definisi ini menekankan tidak  hanya melibatkan perilaku badan-
badan adminitratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program
dan menimbulkan   ketaatan   pada   diri kelompok sasaran, tetapi juga
menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung
atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang
terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak implementasi
baik yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan
(unintended) dari suatu. program.
Menurut Jones sebagaimana dikutip Joko Widodo (2001 ; 191)
mengimplementasikan kebijakan publik sebagai “getting the job done and
doing it”. Pelaksanaannya menurut Jones menuntut adanya syarat antara
lain, adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasional,
yang mana hal ini sering disebut dengan resources.
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Implementasi kebijakan menurut Grindle (Wahab,2004:59) yaitu :
“Bukannya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran
keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-
saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah
konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu
kebijakan”
Yang dimaksud dengan implementasi kebijakan penataan dan
pembinaan pedagang kaki lima di sini adalah pelaksanaan Keputusan
Walikota Surakarta mengenai penertiban pedagang kaki lima di kota
Surakarta dan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995.
Dalam konteks memanusiakan atau menghargai PKL itulah
Pemerintah kota Surakarta mengetengahkan kebijakan yang mungkin
dianggap ''di luar arus utama''. PKL tidak dimusuhi dan digusur tetapi di
pindah ke tempat yang baru secara gratis.
2. Model Implementasi Kebijakan.
Dalam mengkaji studi implementasi ada beberapa model
implementasi yang dapat digunakan sebagai  acuan, diantaranya adalah
sebagaiberikut :
1. Model Grindle.
Implementasi adalah suatu kebijakan, menurut Grindle dalam
Samudra Wibawa (1994 ; 22) sangat ditentukan oleh isi kebijakan
(content of public) dan konteks kebijakan (context of policy). Grindle
mencermati  implementasi kebijakan  dari sisi pengaruh lingkungan.
25
Ide dasarnya adalah paska ketika kebijakan ditransformasikan menjadi
program aksi, akan tetapi pelaksanaanya tidak berjalan sebagaimana
yang direncanakan, dan sangat tergantung kepada isi dan konteks
kebijakannya.
1) Isi kebijakan, mencakup sebagai berikut :
a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
c. Derajat perubahan yang diinginkan.
d. Kedudukan pembuat kebijakan.
e. Siapa pelaksana program
f. Sumber daya yang dikerahkan.
2) Konteks kebijakan, mencakup sebagai berikut :
a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
b. Karateristik lembaga dan penguasa.
c. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.
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Gambar 1 : Model Implementasi kebijakan menurut Grindle
Tujuan
kebijakan
Melaksankan Kegiatan Dipengaruhi oleh  :
a. Isi Kebijakan.
1. Kepentingan yang dipengaruhi
2. Tipe manfaat
3. Derajat perubahan yang diharapkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksana program
6. Sumber daya yang dilibatkan
b. Kontek Implementasi
1. Kekuasaan, kepentingan dan
Strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa




Program aksi dan proyek




a. Dampak pada masy,
Individu dan kelompok
b. Perubahan dan peneri-
maan oleh masyarakat.
Mengukur keberhasilan
Sumber : Samudra  (1994 ; 23)
Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan
ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual
dan biaya telah  disediakan, maka implementasi kebijakan
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dilaksanakan. Tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung pada
implementasi dari program itu yang dapat dilihat pada isi dan konteks
kebijakannya.
Di dalam menformulasikan suatu kebijakan hendaknya
diminimalisir terjadinya banyak kepentingan yang berbeda yang
dipengaruhinya. Dengan demikian dalam proses implementasi akan
semakin lebih baik. Manfaaat dari suatu kebijakan yang dapat
diminati secara realistis oleh suatu kelompok sasaran akan
memperoleh dukungan yang kuat dalam proses implementasinya,
daripada suatu kebijakan yang memberi manfaat yang kecil kepada
kelompok sasaran. Sebagai contoh, kebijakan tentang memberikan
bantuan kepada PKL untuk mengembangkan usahanya, maka
pemerintah akan membantu dengan cara membimbing baik itu dengan
dana dan menejemen kepada PKL. Program seperti ini akan lebih
mudah diimplementasikan daripada kebijakan program pemerintah
melalui pelatihan-pelatihan. Hal ini karena melalui program pelatihan
akan dirasa oleh pedagang tidak ada manfaatnya dan memakan waktu
yang lama, sedangkan program bantuan melalui dana dan bimbingan
akan lebih cepat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para
pedagang kaki lima.
2. Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier.
Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Samudra
Wibawa (1994 ; 25) melihat implementasi kebijakan merupakan
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fungsi dari tiga variable, yaitu : 1). Karakteristik masalah. 2). Struktur
manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan
yang mengoperasionalkan kebijakan, dan 3). Faktor-faktor di luar
peraturan kebijakan
Gambar 2 : Model Implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian
dan Paul A. Sabatier.
Mudah tidaknya masalah dikendalikan
1. Dukungan teori dan teknologi
2. Keragaman perilaku kelompok sasaran
3. Tingkat perubahan perilaku yang  dikehendaki
Kemampuan kebijakan untuk
Menstrukturkan proses implementasi
1. Kejelasan dan konsistensi tujuan
2. Dipergunakannya teori kausal
3. Ketepatan alokasi sumber dana
4. Keterpaduan hierarkis di antara
Lembaga pelaksana
5. Aturan pelaksana dari lembaga
Pelaksana
6. Perekrutan pejabat pelaksana
Variabel di luar kebijakan yang
memengaruhi proses implementasi
1. Kondisi sosio-ekonomi & teknologi
2. Dukungan public
3. Sikap & resources dari konstituen
4. Dukungan pejabat yang lebih tinggi
5. Komitmen & kualitas
kepemimpinan  dari pejabat
pelaksana
Output





















Sumber  : Riant (2006 ; 130)
Pemikiran Sabatier dan Mazmanian ini berkesan menganggap
bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksananya
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mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk
pelaksanaan, petunjuk tekhis).Oleh karena itu model itulah model ini
disebut sebagai model top down. Dengan pendekatan semacam ini
sudah seharusnya tujuan dan sasaran yang akan dituju hendaknya
dituangkan dalam program maupun proyek yang jelas, dan mudah
dipahami sehingga para birokrat akan mudah untuk memahaminya
kemana arah tujuan atau sasaran yang hendak dituju.
3. Model George C. Edwards III
Menurut George C. Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90),
mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat
variable, yakni :
1. Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditrasmisikan kepada
kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi
distorsi implemntasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan
tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok
sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok
sasaran.
Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam
proses implementasi, semua pelaksana sudah seharusnya
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memahami dan mendukung apa yang menjadi tujuan kebijakan.
Faktor kepemimpinan sangat berperan dalam mengatur
bawahannya atau implemntor memmunyai pemahaman dan
dukungan terhadap tujuan dari organisasi.
2. Sumber daya
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara
jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber
daya   untuk melaksanakan, implementasi tidak akan   berjalan
efektif. Sumber   daya tersebut dapat berwujud sumber   daya
manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya
finansial atau sarana prasarana. Sumber daya adalah faktor penting
untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya
kebijakan hanya tinggal kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki
oleh implemntor, seperti komitmen,  kejujuran, sifat demokratis.
Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan
dapat menjalankan   kebijakan   dengan   baik seperti apa   yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implemntor memiliki
sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan,
maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
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4. Struktur birokrasi.
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implemtasi
kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap
organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard
operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi
setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang
terlalu panjanag akan cenderung melemahkan pengawasan dan
menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan
kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi
tidak fleksibel.
Variabel-variabel komunikasi, sumberdaya, sikap
implemtor (disposisi) dan struktur birokrasi sebagaimana tersebut
di atas dapat secara langsung mempengaruhi implementasi
kebijakan. Di samping itu pula secara tidak langsung variabel-
variabel tersebut mempengaruhi implementasi melalui dampak dari
masing-masing variabel. Dengan kata lain, masing-masing variabel
tersebut saling pengaruh mempengaruhi atau saling berhubungan
satu sama lainnya , kemudian secara bersama-sama mempengaruhi
implementasi kebijakan.
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Sumber : Edwards III, (1980 : 148)
Model-model yang digunakan dalam tesis ini termasuk model Grindle,
M Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dan George Edward III semua
model tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan di paradigmatik.
Dalam paradigma lama dimana implementasi suatu program dan
aturan lebih ditekankan pada efektivitas dan efisiensi, maka model-model
tersebut belum mencakup sejumlah nilai yang dijadikan acuan dasar berfikir
dan tindakan kebijakan dalam paradigma terkini. Nilai dimaksud meliputi
kerjasama yang bisa dimanefestasikan dalam bentuk tindakan kolaborasi, net
work & social capital, kemitraan, nilai-nilai keadilan dan hak azasi manusia
serta nilai-nilai demokrasi lainnya termaksud tindakan dikresi kebijakan
untuk menjamin terciptanya keadilan sosial terutama bagi kelompok lemah
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(PKL) yang termarjinalkan. Dengan demikian setiap analisis berkenaan
dengan implementasi kebijakan atau  program harus menyertakan elemen-
elemen sebagai berikut : Tindakan kolaborasi, social capital/policy network,
akuntabilitas, responsivitas, responsibilitas, partisipasi aktif kaum marjinal
dalam decition making, diskresi untuk menjamin keadilan sosial sehingga
semua pelaksanaan elemen-elemen ini  memungkinkan terselenggaranya
kapabilitas bagi berfungsinya keberadaan kaum marjinal. Betapun peraturan
daerah tersebut diimplementasikan, sehingga mereka tetap berfungsi
menjalankan aktivitas sebagaimana manusia lainnya yang bermartabat
(Sudarmo,2008).
Dari berbagai model-model implementasi yang telah dijelaskan di atas
dan dengan melihat subtansi kebijakan penataan dan pembinaan PKL di kota
Surakarta maka penulis tidak memusatkan pada salah satu model akan tetapi
dengan mengambil beberapa faktor yang dianggap relevan berpengaruh
terhadap proses implemenatasi Perda tersebut. Adapun beberapa faktor yag
dianggap penulis berpengaruh, antara lain :
1) Koordinasi (diadopsi dari Edward III)
2) Sikap (diadopsi dari Edward III dan Masmanian & Sabatier)
3) Kondisi Ekonomi (Masmanian & Sabatier)
4) Sumber daya  (diadopsi dari Grindle dan Edward III)
Adapun alasan penulis menggunakan indikator/variabel yang




Koordinasi adalah sebagai suatu kebijakan yang banyak melibatkan
banyak aktor di dalamnya, keterpaduan dan pengendalian kebijakan
dilakukan untuk mengorganisasikan pihak-pihak yang terlibat melalui
koordinasi sehingga pelaksanaan penataan dan pembinaaan PKL menjadi
selaras dan terpadu. Rangkaian tindakan tersebut dilakukan dengan maksud
memadukan perbedaan kepentingan, mengorganisasikan dan menyamakan
tindakan dalam kebijakan ini.
1. Sikap
Sikap adalah suatu pandangan,   orientasi dan   nilai-nilai yang
diyakini dan dianut baik oleh kelompok sasaran kebijakan penataan dan
pembinaan PKL maupun oleh agen pelaksana, serta tindakan dan tingkah
laku yang ditunjukkan sebagai implementasi dan nilai-nilai atau yang
dianutnya tersebut.
Perubahan-perubahan tertentu dalam sumber-sumber dan sikap
kelompok-kelompok masyarakat terhadap tujuan dari output kebijakan
memainkan peranan yang cukup penting dalam proses implementasi. Dalam
kaitan ini dilema yang biasanya dihadapi oleh para pembuat kebijakan yang
berusaha  untuk merubah perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran




Kondisi ekonomi akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian
tujuan dari implementasi kebijakan. Kondisi yang baik dapat mendukung
implemntasi suatu kebijakan. Kondisi ekonomi tempat kebijakan itu
dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatui
kebijakan. Suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan disuatu daerah
tertentu, tetapi gagal diimplementasikan di daearah lain, karena kondisi
ekonomi yang berbeda.
Dalam kebijakan keberhasilan penataan dan pembinaan PKL di kota
Surakarta ini juga dipengaruhi oleh kondisi dan kemampuan ekonomi kota
Surakarta.
Semakin besar kontribusi yang diberikan dalam menunjang
pelaksanaan kebijakan penataaan dan pembinaan PKL ini, maka akan
semakin besar kemungkinan keberhasilan dalam mengimplementasikan
penataan dan pembinaan PKL ini. Selain itu, kondisi perekonomian PKL
juga akan mempengaruhi. Apabila kondisi ekonomi pedagang baik, maka
kebijakan akan lebih mudah dilaksanakan.
3. Sumber daya.
Suatu kebijakan dalam implementasinya tidak akan mencapai hasil
atau tujuan tanpa didukung oleh sumber daya. Dengan demikian
implementasi suatu kebijakan akan berhasil dan dapat dilaksanakan dengan
baik apabila tersedia sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya tersebut
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bisa berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan
sumber daya finansial atau sarana prasarana
Ketersedian sumber daya finansial atau sarana prasarana yang
mencukupi akan mendukung suatu keberhasilan kebijakan dan juga
ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan dapat diandalkan
akan sangat menentukan keberhasilan program. Hal ini terjadi karena
sumber daya manusia merupakan unsur pelaksana dari kebijakan baik
berupa, perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pengendalian maupun
penegakkan terhadap kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Surakarta.
Sumber daya manusia dapat diukur dari julah personil, tingkat pendidikan
yang dimiliki oleh pihak yang diserahi tugas dalam pelaksanaan kebijakan.
H. PENATAAN SEKTOR INFORMAL.
Sebelum membahas mengenai kebijakan sektor informal, akan lebih baik
jika mengetahui tentang definisi dan karakteristik sektor informal.
a. Konsep dan karakteristik sektor informal
Sektor informal oleh Biro Pusat Statistik (Subarsono,1998:82)
didefinisikan sebagai berikut : Unit usaha berskala kecil yang menghasilkan
dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan utama menciptakan
kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri.
Di dalam berbagai literatur, konsep sektor informal digunakan silih
berganti dengan konsep aktivitas informal (informal activity), kesempatan
kerja yang diciptakan sendiri (self-employment), ekonomi di bawah tanah
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(underground economy), ekonomi pasar gelap (black market ekonomi),
ekonomi bayangan (shadow economy) dan kerja sampingan (casual work).
Tabel 4.
Karakteristik Sektor Informal dan Formal
No. Sektor Informal No. Sektor Formal
1. Mudah dimasuki 1. Sulit dimasuki
2. Tergantung pada sumberdaya
lokal
2. Tergantung pada sumberdaya
luar
3. Sistem pemilikan keluarga 3. Sistem pemilikan perusahaan
4. Beroperasi dalam skala kecil 4. Beroperasi dalam skala besar
5. Padat tenaga kerja dan
teknologi bersifat adaptif
5. Padat tenaga kerja dan teknologi
bersifat import
6. Ketrampilan   dapat diperoleh
di luar sistem sekolah informal
6. Memerlukan ketrampilan yang
berasal dari sekolah
7. Tidak teratur dan pasar
bersifat kompetitif
7. Teratur dan pasar terproteksi
(melalui kuota, ijin perdagangan)
Sumber : ILO (dalam Subarsono, JKAP, 1998:83)
Kemudian Hidayat (D.Priyo Sudibyo ,2001:19) mengatakan sebelas ciri
pokok karakteristik sektor informal sebagai berikut :
1. Kegiatan usaha tidak terorganisir secara baik karena timbulnya unit usaha
tidak mempergunakan fasilitas/kelembagaan yang tersedia di sektor
informal.
2. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha.
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
4. Pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi
lemah tidak sampai ke sektor ini.
5. Unit usaha mudah keluar masuk dari sub sektor ke sub sektor lainnya.
6. Teknologi yang digunakan bersifat primitif.
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7. Berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga berpenghasilan
menengah.
8. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan
pendidikan formal karena pendidikan yang diperlukan diperoleh dari
pengalaman bekerja.
9. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan “one man enterprise“ dan
kalau mengerjakan buruh dari keluarga.
10. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri
atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi.
11. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi untuk golongan masyarakat
kotaldesa berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga berpenghasilan
menengah.
a. Kebijakan pada sektor informal.
Pemerintah menilai keberadaan PKL hanya menimbulkan berbagai
persoalan sosial  seperti ketertiban, keamanan, serta kebersihan kota.
Menarik untuk dikaji bila keberadaan PKL tidak hanya digusur atau
diminimalkan, akan tetapi dikelola dengan baik dan menjadi bagian dalam
pertumbuhan ekonomi negara. Paling tidak, mereka ikut berperan mengurangi
jumlah pengangguran yang semakin meningkat di perkotaan.
Sementara itu, penempatan PKL dalam pasar tradisional yang menjadi
pasar pusat perbelanjaan bisa menjadi bagian kegiatan dari pemerintah untuk
mengurangi munculnya PKL yang berjualan di jalan-jalan secara ilegal. Untuk
menarik minat para PKL, cara yang dilakukan adalah dengan pemberian
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insentif kepada para pedagang bila memiliki izin berjualan secara legal dan
bersedia menempati lokasi pasar tradisional yang telah disediakan.
Pemerintah seyogiayanya tak hanya menempatkan para PKL dalam lokasi
pasar, tetapi juga memperbaiki infrastruktur pasar tradisional yang semula
kumuh dan kotor menjadi lebih bersih. Di samping itu, juga mengawasi
makanan atau barang yang dijual para pedagang sesuai dengan standar
kesehatan.
Perencanaan relokasi bagi PKL sebaiknya melibatkan juga PKL,
karena jika mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan lokasi maka fasilitas
yang dibangun menjadi tidak efektif, padahal anggaran yang digunakan
tidaklah sedikit. bagi mereka, lokasi yang jauh dari konsumen membuat usaha
mereka berisiko bangkrut.
Untuk itu, pemerintah pusat dapat mengupayakan perbaikan peran
fasilitasi dalam pengembangan pasar tradisional. Selain meningkatkan dana
stimulasi untuk pembangunan pasar, penyaluran dana, juga memperhitungkan
indikator kinerja pemerintah daerah dalam pengembangan pasar itu sendiri.
Pemerintah pusat telah banyak melakukan penataan dan pembinaan usaha di
sektor informal diantaranya dengan memberikan kredit dengan bunga yang
relatif ringan kepada pengusaha yaitu Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Pada akhirnya, keberadaan PKL harus mendapat perhatian serius dari
pemerintah dan bukan hanya menjadikan PKL sebagai kaum marginal.
Penataan PKL yang baik dan terorganisasi dalam rangka pengembangan
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entrepreneur diharapkan mampu memberi sumbangan bagi pertumbuhan
ekonomi ke arah yang lebih baik.
Kebijakan Pemerintah kota Surakarta yang sangat ramah terhadap
kegiatan usaha sangat membuka peluang ekonomi baru bagi warganya sendiri
maupun bagi investor. Hal itu membuat Surakarta menjadi kota yang sangat
terbuka terhadap dunia usaha, khususnya dalam perdagangan mulai yang
berskala besar berupa mal dan pasar swalayan yang mendatangkan investor ke
kota ini, sampai berskala kecil yang bersifat informal seperti pasar tradisional
yang direhabilitasi dan pemindahan pasar klithikan Banjarsari ke wilayah
Semanggi.
Sesuai dengan semangat reformasi, tentu hal ini merupakan keputusan
dan tindakan yang terpuji, karena memanusiakan para pengusaha dan
pedagang informal supaya lebih bermartabat dengan menatanya dan
menempatkannya secara khusus dan layak. Pemerintah kota Surakarta
menganggap PKL sebagai potensi yang perlu dikembangkan dan ditata
keberadaannya. Dalam rangka menata PKL, pemerintah menggunakan
pendekatan budaya dan dialogis.
Setelah para PKL masuk ke pasar tradisional, maka yang tadinya
mereka sebagi pedagang informal maka berubah statusnya menjadi pedagang
formal dan pemerintah akan memberikan SIUP secara cuma-Cuma. Dengan
berubahnya status mereka menjadi pedagang formal maka bisa mendapatkan
bantuan pinjaman modal melalui kredit bank.
41
Berbagai upaya telah dilakukan dalam pembinaan dan penataan PKL
di kota Surakarta diantaranya dalam penataan konsep PKL yaitu selain strategi
relokasi, Pemkot Surakarta juga  melakukan shelterisasi, tendanisasi knock
downlbongkar pasang, dan grobakisasi. Dalam upayanya ini, kantor
pengelolaan PKL bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas PU
(Pekerjaan Umum) dan Koperasi. Selain daripada itu pula pemerintah kota
Surakarta pada tanggal 13 April 2008 melalui Menteri Perdagangan Maria
Elka Pengestu telah meresmikan PKL Wisata kuliner yang bertempat di
Gladak, Surakarta. PKL yang berjualan di pasar wisata kuliner adalah para
PKL yang berada di wilayah kota Surakarta. Dengan demikian masyarakat
ataupun para wisatawan yang berkunjung ke kota Surakarta akan lebih mudah
dapat mencicipi masakan khas kota Surakarta hanya dengan berkunjung di
tempat wisata kuliner tersebut.
Dengan demikian langkah melokalisir secara bermartabat dan layak
PKL klithikan Tugu Banjarsari ke Semanggi adalah langkah tepat. Sedangkan
penataan PKL yang berada di trotoar jalan-jalan utama kota Surakarta,
terutama di pusat perdagangan yang ternyata sudah mengganggu ruang
sirkulasi pergerakan pejalan kaki, perlu pendekatan yang senada walaupun
dengan cara yang berbeda. Namun tetap mengutamakan dialog, dan cara yang
layak dan bermartabat.
PKL adalah denyut nadi perekonomian sektor informal yang bisa
dijadikan tolok ukur berbagai hal, seperti tolok ukur tingkat perekonomian
sampai tingkat kegigihan mencari nafkah warga suatu bangsa. Bahkan PKL
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adalah penanda  yang menjadi ciri khas kota yang satu  dengan  yang lain.
Dalam era sekarang ini, sektor informal terbukti paling bisa bertahan dari
krisis, karena kemandiriannya, walaupun skalanya kecil. Sekarang yang perlu
kita lakukan adalah menatanya dan memasukkannya sebagai salah satu elemen
pembentuk kualitas ruang kota dan salah satu aktivitas yang perlu juga
diwadahi.
Berbagai strategi ini akan sulit diterapkan, jika jumlah pasti PKL tidak
diketahui. Terkait dengan hal ini, kantor pengelolaan PKL bekerja sama
dengan perguruan tinggi, melakukan pendataan berkala mengenai jumlah PKL
di kota Surakarta melalui metode pencatatan dan dokumentasi foto. Dengan
demikian, pemerintah bisa dengan mudah mendeteksi kehadiran PKL baru.
Sedangkan masalah pengawasan jumlah PKL, pemkot menyerahkan tanggung
jawab kepada setiap kecamatan dan kelurahan tempat para PKL berada.
Secara historis dapat dilihat bahwa sektor informal selalu hadir di kota-
kota di negara-negara dunia ke tiga. Sektor informal juga memberikan
sumbangan bagi penciptaan kesempatan kerja, ini berarti mengurangi
problema ekonomi dan sosial di kota. Melalui lapangan pekerjaan yang
mereka ciptakan sendiri, ini berarti akan menambah pendapatan mereka dan
akan mengurangi tingkat kemiskinan di kota.
Dengan keberadaannya sektor informal di perkotaan juga memberikan
pelayanan produksi dan ditribusi barang dan jasa yang relatif lebih murah,
apabila jika dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor
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formal. Dengan demikian ini berarti membantu masyarakat dilapisan bawah
dalam memenuhi kebutuhannya.
Selain daripada itu dalam hubungannya dengan negara, sektor informal
ternyata mampu memberikan sumbangan yang tidak sedikit bagi sumber
pendapatan keuangan pemerintah daerah. Dari berbagai argumentasi tersebut
di atas kiranya tidak tepat bagi pemegang otoritas di negara-negara dunia ke
tiga untuk menghapuskan sektor informal. Kebijakan pemerintah yang
melarang beroperasinya sektor informal yang ada di perkotaan, justru akan
menimbulkan kerawanan sosial dan ekonomi, dan yang pada akhirnya akan
berpotensi lahirnya kerawanan di bidang politik.
Menurut McGee dan Yeung (Subarsono,1998:91) menyajikan tiga
model kebijakan pemerintah untuk mengatasi sektor informal, yaitu kebijakan
relokasi, struktural, edukatif.
Kebijakan relokasi didesain untuk mengatur pola lingkungan yang
pantas bagi beroperasinya sektor informal di perkotaan. Contoh kebijakan ini
adalah sektor informal dilarang beroperasi disuatu tempat tertentu atau
dipindahkan sektor informal dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain.
Kebijakan struktural bertujuan untuk mengontrol aktivitas sektor
informal melalui infrastruktur legal dan administratif. Contoh, pemerintah
memberikan sanksi denda  bagi partisipan sektor informal yang melanggar
peraturan atau mengharuskan mereka memiliki ijin usaha disuatu tempat
tertentu.
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Sedangkan kebijakan edukatif dimaksudkan untuk merubah sikap para
partisipan sektor informal menjadi semakin baik. Sebagai contoh, usaha-usaha
untuk mendidik para partisipan di sektor informal (misalnya pedagang
makanan) untuk memperhatikan aspek-aspek kesehatan atau memberikan
latihan-latihan manajemen keuangan dan pemasaran.
D. Kerangka Berfikir.
Pemerintah kota Surakarta selalu menerapkan tindakan yang persuasif di
dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang diharapkan
tidak adanya konflik dari kedua pihak, baik itu pembuat kebijakan ataupun dari
pedagang kaki lima itu sendiri dan dengan ditatanya pedagang kaki lima
diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan dan akhirnya dapat
meningkatkan kesejahteraan taraf hidup mereka.
Selain dari pada itu kota Surakarta adalah salah satu ikon kota budaya dan
kota pariwisata yang ada di Jawa Tengah, segala bentuk kebijakan selalu dilandasi
pada visi kota surakarta, yaitu “Berseri tanpa korupsi“. Dengan adanya visi ini,
diharapkan berbagai bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Surakarta
selalu diarahkan untuk mendukungnya terciptanya kota Surakarta yang
mencerminkan kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan serta kenyamanan bagi
setiap orang yang ada di kota Surakarta maupun para wisatawan yang
mengunjungi kota Surakarta ini.
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Dalam rangka untuk mengidentifikasi kemungkinan dari berbagai faktor-
faktor yang muncul atau policy effect yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan
dalam proses implementasi, maka penulis mengadopsi beberapa indikator yang
dikembangkan oleh sejumlah pakar dan tentunya yang relevan dengan penataaan
dan pembinaan pedagang kali lima.. Pemilihan indikator yang benar sangat
menentukan ketepatan dalam melihat dan menilai kinerja kebijakan.






















Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, yang berawal dari
minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi
gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan
seterusnya. Hasil akhirnya pada gilirannya melahirkan gagasan dan teori baru
pula sehingga merupakan proses yang tiada hentinya (Singarimbun dan Effendi,
1989 :12). Penelitian yang akan dilakukan agar memperoleh hasil seperti yang
diharapkan harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu berupa metodologi penelitian.
Metodologi penelitian menurut Muhadjir (2000:5) diartikan sebagai ilmu
pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran.
Kualitas kebenaran yang diperoleh dalam berilmu pengetahuan terkait langsung
dengan kualitas prosedur kerjanya.
A. Desain Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif, lebih lanjut Bodgan dan Taylor dalam
(Moleong, 2006:4) mendifinisikan metode kualitatif sebagai berikut :
Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati.Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut
secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan
individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu
memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.
Sesuai dengan tujuan   yang ingin   dicapai, maka   penelitian ini
menggunakan jenis penelitian deskriptif (descriptive research), yaitu
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dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial
tertentu (Singarimbun dan Effendi,1989:4). Penelitian deskriptif menurut
Singarimbun dan Effendi (1989:4) dimaksudkan untuk mengembangkan
konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.
Mengikuti pendapat Surachmad, (1989 : 140) yang dimaksud dengan
metode diskriptif adalah :
Metode penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang
diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek
atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain)
pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau
sebagaimana adanya.
Dalam hubungan dengan riset kualitatif yang memusatkan pada
deskriptif, HB Sutopo (2002 : 35) menyatakan bahwa  :
Data yang dikumpulkan berwujud kata-kata dalam kalimat atau gambar
yang mempunyai arti lebih dari sekedar angka atau jumlah, berisi
catatan yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung
penyajian data.
Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggali agar
menemukan fakta-fakta dan menyelami permasalahan yang dihadapi pada
proses implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima
di kota Surakarta, sehingga akan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi
proses implementasi baik faktor yang mendukung maupun faktor yang
menghambat proses implementasi kebijakan. Selain itu juga penelitian ini
dapat menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi




Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di kota
Surakarta Jawa Tengah, dengan pertimbangan pemilihan lokasi tersebut
adalah :
1.Pengalaman Pemerintah Kota Surakarta dalam merelokasi pedagang kaki
lima yang berada di kawasan Banjarsari di relokasi ke pasar Klithikan
Notoharjo di Silir, Semanggi yang berjalan dengan lancar tanpa kekerasan.
2.Bahwa   keberadaan PKL di kota Surakarta ini telah menimbulkan
permasalahan diantaranya pedagang kaki lima membuat kumuh di
perkotaan dan mengurangi keindahan kota.
3.Banyaknya fasilitas umum, fasilitas sosial dan ruang publik yang rusak
atau hilang karena digunakan oleh PKL
4.Terjadi kesemrawutan dan kemacetan lalu-lintas di kawasan PKL
5.Penulis mengenal secara baik kondisi geografis dan demografis kota
Surakarta. Dengan demikian diharapkan proses di dalam pengumpulan
data, observasi dan kegiatan lainnya didalam penelitian dapat dilakukan
lebih optimal.
C. Fokus dan Aspek Kajian
Sesuai dengan kerangka pemikiran yang dibuat maka fokus dan aspek
kajian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan
proses implementasi, indikator yang mempengaruhi dalam implementasi
Perda nomor 8 tahun 1995 juga diarahkan pada upaya mengidentifikasi
hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi
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Fokus Kajian Aspek Kajian Variabel
1. Implementasi Proses Implementasi :
a. Latar belakang Program







g. Hasil Yang telah dilakukan






d. Sumber Daya Manusia





a. Sikap kelompok sasaran :
Masih banyak PKL yang melanggar
Peraturan Daerah
b. Kondisi PKL :
Terbatasnya modal yang dimiliki
oleh PKL
c.Kurangnya Sumber daya manusia
yeng tersedia.
Implementasi Perda






a. Diberikan pembinaan dan menata
PKL ke tempat-tempat yang
telah disediakan.
b. Membangun infrastruktur dan
memberikan pinjam lunak
melalui koperasi-koperasi
c. Menambah Sumber daya
manusia
hambatan yang mencul Adapun fokus dan aspek kajian dalam penelitian ini
dapat dilihat pada table di bawah ini.
Tabel 5.
Fokus dan Aspek kajian Penelitian
D. Teknik Pengambilan Sampel.
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Penentuan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik
purposive Sampling atau sampel bertujuan, hal ini disebabkan karena
keterbatasan waktu, tenaga dan dana, selain daripada itu tujuan penelitian
agar lebih mampu menangkap kelengkapan dan kedalaman data dalam
menghadapi realitas yang tidak tunggal. Pengambilan sampel dilakukan
bukan untuk mewakili populasi tetapi untuk mewakili informasi, sehingga
bila generalisasi harus dilakukan, maka arahnya sebagai generalisasi teori
(HB.Sutopo, 2002:36-37)
Dalam hubungan dengan penelitian ini beberapa narasumber yang akan
dijadikan sumber data adalah :
a. Pihak-pihak yang mempunyai keterlibatan secara langsung dalam
kebijakan panataan dan pembinaan PKL, misalnya : aparat pemerintah
kota (walikota, kantor PKL, Dinas koperasi, kantor Satpol PP kota
Surakarta)
b. Tokoh-tokoh masyarakat (ketualanggota paguyupan atau non Paguyuban
PKL di kota Surakarta)
c. Arsip dan dokumen resmi (benda,gambar,buku-buku, surat-surat, laporan-
laporan dan rekaman) yang berhubungan dengan pelaksanaan penataan
dan pembinaan PKL.
E Teknik Pengumpulan Data
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Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang
akan diteliti, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data penelitian
sebagai berikut :
1. Wawancara mendalam (Indepth Interview)
Teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan
cara mengadakan tanya jawab secara lansung dan mendalam dengan
responden atau nara sumber yang dianggap berkompeten terhadap suatu
permasalahan.
2. Pengamatan (Observasi)
Teknik pengumpulan data melalui pengamatan di lokasi yang
diteliti secara lansung. Adapun pengamatan yang dilakukan berhubungan
dengan proses implementasi Proram Penataan dan Pembinaan Pedagang
Kaki Lima di kota Surakarta. yaitu dengan melihat langsung di lapangan
sejauhmana pemerintah kota Surakarta melakukan penataan dan
pembinaan PKL apakah telah terlaksana program-program pemerintah
kota Surakarta dalam menangani PKL.
3. Studi Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data-data, arsip,
dokumen yang ditemukan di lapangan. Dan tentunya yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti. Dengan cara studi dokumen, sebagai
sumber data yang dapat dijadikan bahan triangulasi untuk melakukan
pengecekan kesesuaian data.
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Selain itu juga data yang akan dicari melalui informan. Informan
yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah narasumber, teknik
pengumpulan data yang akan saya lakukan dengan mengunakan sistem
purpose sampling sehingga data yang akan saya dapatkan dari nara
sumber yang telah di tentukan atau bertujuan.
F. Validitas Data
Dalam penelitian deskriptif, ada beberapa cara yang dapat diplih
untuk mengembangkan validitas (kesahihan) data penelitian. Cara tersebut
antara lain berupa teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik
pemeriksaan keabsahan data dengan menfaatkan sesuatu yang lain di luar
data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data
tersebut. Dengan kata lain, data yang sama dikontrol dari sumber yang
berbeda.
Dalam hal ini teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik
triangulasi sumber, yang berarti bahwa untuk melihat validitasnya
dimungkinkan menggunakan sumber lain selain sumber pertama data
tersebut.
Tringulasi merupakan teknik yang bersifat multiprespektif yang
berarti untuk menarik kesimpulan diperlukan tidak hanya satu cara pandang.
Dari beberapa cara pandang akan bisa dipertimbangkan beragam fenomena
yang muncul, dan selanjutnya bisa ditarik kesimpulan yang lebih mantap dan
lebih bisa diterima kebenarannya (HB. Sutopo, 2002 : 78)
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Sumber : HB. Sutopo. Metode Penelitian Kualitatif , Dasar Teori dan dan
terapannya dalam Penelitian. (2002 : 80)
G. Teknik Analisis Data
Setelah data semua dikumpulkan kemudian dilakukan tahap berikutnya
yaitu analisis data. Sebelum data-data dilakukan analisis , data-data yang
diperoleh terlebih dahulu diseleksi dan diberikan penafsiran tentang data-data
tersebut.
Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data
kualitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara khusus
yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam permasalahan
yang diteliti dilakukan di lapangan pada waktu pengumpulan data. Melalui
teknik analisis ini, data dan informasi yang diperoleh akan dilakukan
pengujian validitasnya melalui crosscheck dengan berbagai sumber data atau
informasi lainnya, sehingga interprestasi yang dihasilkan benar-benar sesuai
dengan kenyataaan yang sesungguhnya,
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa
data secara kualitatif dengan menggunakan model analisa data interaktif,
teknik tersebut meliputi 3 hal, yaitu :
a. Reduksi data
Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abtraksi data
yang  dilaksanakan selama  berlangsungnya proses penelitian.  Reduksi
data bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek,
membuat focus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur
sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat dilakukan.
b. Sajian data
Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan atau merupakan rakitan
informasi yang dideskripsikan dalam bentuk narasi untuk mempermudah
pemahaman dan disusun secara sistematis, dilengkapi dengan gambar,
skema maupun tabel sehingga apat di tarik kesimpulan akhir.
c. Penarikan kesimpulan
Dari sajian yang telah tersusun maka selanjutnya peneliti dapat menarik
kesimpulan bahwa ketiga komponen tersebut akhirnya berbentuk
interaksi dengan proses pengumpulan data yang menggunakan proses
siklus. Aktivitas-aktivitas tersebut digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 6. Model Analisis Data Interaktif
Pengumpulan Data
Reduksi Data Sajian Data
Penarikan kesimpulan
Sumber : HB. Sutopo. Metode Penelitian Kualitatif , Dasar Teori dan dan




A. GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA
Kota Solo atau juga dikenal dengan Surakarta (Hadiningrat) merupakan
salah satu kota besar yang ada di Propinsi Jawa Tengah. Sejarah terbentuknyapun
sebenarnya melalui proses panjang dan berliku sehingga secara kultur
masyarakatnya memiliki tradisi-tradisi yang hingga sekarang masih ada. Kota ini
memang peninggalan kerajaaan Mataram yang karena ada peperangan di
Kartosuro kemudian pada tahun 1745 pindah ke desa Sala atau yang sekarang
lebih di kenal sebagai Solo yang kemudian namanya menjadi Surakarta.
Bentuk geografis berupa sebuah dataran rendah yang terletak di
cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian
sekitar 92 m diatas permukaan air laut. Luas kota Surakarta sekitar 44,03 Km2.
Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah Sungai besar yaitu sungai
Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe. Sungai Bengawan Solo pada jaman
dahulu sangat terkenal dengan keelokan panorama serta lalu lintas perdagangan.
Batas wilayah Kota Surakarta sebelah Utara adalah Kabupaten
Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, batas wilayah sebelah Timur adalah
Kabupaten Karang Anyar dan Sukoharjo, batas wilayah sebelah selatan adalah
Kabupaten Sukoharjo, batas wilayah sebelah Barat adalah Kabupaten Sukoharjo
dan Karang Anyar, Kota Surakarta terbagi dalam lima wilayah Kecamatan, yaitu :
kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar kliwon, Jebres, Banjarsari.
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Suhu udara Masimum Kota Surakarta adalah 32,50C, sedang suhu udara
minimum adalah 21,90C. Rata-rata tekanan udara adalah 1010,9 MBS dengan
kelembaban udara 75%. Kecepatan angin 4 Knot dengan arah angin 2400.
Surakarta beriklim tropis, sedang musim penghujan dan kemarau bergantian
sepanjang 6 bulan tiap tahunnya
Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2005 adalah 552.542 jiwa
terdiri dari 270.721 jiwa penduduk laki-laki dan 281.821 jiwa penduduk wanita,
tersebar di lima kecamatan yang meliputi 51 kelurahan. Sex ratio nya 96,06%
yang berarti setiap 100 orang wanita terdapat 96 orang laki-laki. Jumlah penduduk
tahun 2005 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2000
yang sebesar 488.834 jiwa, berarti dalam 5 tahun mengalami kenaikan sebanyak
83.708 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk ini disebabkan oleh urbanisasi dan
pertumbuhan ekonomi.
Tingkat kepadatan penduduk 12.998,97/km2, tingkat kepadatan penduduk
tertinggi terdapat di kecamatan Pasar Kliwon yang mencapai angka 16.207.
Tingkat kepadatan tersebut akan menimbulkan berbagai masalah kriminalitas,
sosial dan ketenagakerjaan.
B. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN PKL DI KOTA
SURAKARTA
Keberadaan PKL di kota Surakarta sudah ada sejak dulu, para PKL
berjualan hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya saja, dengan
kemampuannya yang minim, misalnya dengan ketrampilan seadanya, modal yang
minim, pendidikan yang rendah mereka berjualan di tempat-tempat yang strategis,
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bahkan kadang mereka berjualan di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah
kota setempat.
Selain itu pula kota Surakarta sejak dulu sudah terkenal dengan
budayanya, dengan banyaknya wisatawan, baik wisatawan domestik maupun
manca negara yang berkunjung di kota Surakarta membuat masyarakat untuk
membuka usahanya dengan cara yang mudah, yaitu dengan berjualan sebagai
PKL di sekitar tempat-tempat wisata. Mulai dari berjualan souvenir, makanan
kecil, minuman dan sebagainya. Kemudian semakin lama para pedagang kaki
lima merembak di kota Surakarta.
Kemudian semenjak tahun 1998, dikarenakan krisis moneter dan akibat
terjadinya kerusuhan Mei 1998 PKL yang berada di kota Surakarta berkembang
menjadi sangat banyak, hal ini di akibatkan karena banyaknya PHK para
karyawan ataupun buruh serta sulitnya mencari lapangan pekerjan yang baru. Hal
ini dapat dilihat dari wawancara dengan kepala Kantor PKL sebagai berikut :
”.......Krisis  moneter dan pasca kerusuhan Mei 1998  di kota Surakarta
banyak terjadi PHK besar-besar akibat dari dampak krisis tersebut. Banyak
pengangguran di mana-mana sehingga mereka membuka usaha PKL guna
mencukupi kebutuhan hidupnya, mengakibatkan terjadinya peningkatan
jumlah PKL yang ada di Surakarta”.
Senada denga pendapat tersebut di atas menurut Kasi pembinaan PKL
yang mengatakan sebagai berikut :
”....... memang benar, setelah kerusuhan Mei 1998 banyak sekali terjadi
pengangguran, mereka berjualan apa adanya dari barang-barang bekas
rongsokan kebakaran sampai makanan dan minuman. Hal ini
mengakibatkan jumlah PKL tidak terkendali dan menjamur di mana-
mana”.
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Keberadaan PKL di kota Surakarta berangsur-angsur berkembang
sedemikian rupa. Data yang diperoleh dari kantor PKL pada tahun 2000 jumlah
PKL sekitar 103 orang. Akan tetapi pada tahun 2005 jmlah PKL mengalami
pertumbuhan yang sangat pesat sekali, jumlah PKL adalah 5.817 orang, mereka
tergabung dalam sembilan paguyupan. Dengan bergabungnya para PKL di dalam
paguyuban atau di dalam organisasi maka mereka mempunyai posisi tawar yang
sangat kuat ketika pemerintah melakukan penataaan dan pembinaan terhadapnya.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat keadaan I realita Pedagang Kaki Lima
di wilayah kota Surakarta seperti dibawah ini :
Menurut hasil pendataan yang dilakukan oleh seluruh Kepala Kelurahan di bawah
koordinasi Camat di wilayah Kota Surakarta pada tahun 2005 tercatat 5817
Pedagang Kaki Lima  dengan penyebaran sebagai berikut :
1. Kecamatan Jebres
Tabel 6. PKL dengan penyebarannya Tahun 2005
No. Kelurahan Jumlah Prosentasi
1. Gandekan 17 1,65
2. Jagalan 99 9,61
3. Jebres 405 39,32
4. Kepatihan Kulon 25 2,43
5. Kepatihan Wetan 91 8,83
6. Mojosongo 117 11,36
7. Pucang Sawit 102 9,90
8. Purwodingratan 50 4,85
9. Sudiroprajan 21 2,04
10. Tegalharjo 72 6,99
11. Sewu 31 3,01
J u m l a h 1.030 100
Sumber : Kantor Pengelolaan PKL Surakarta 2008
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2. Kecamatan Laweyan
Tabel 7. PKL dengan penyebarannya Tahun 2005
No. Kelurahan Jumlah Prosentasi
1. Bumi 51 5,55
2. Jajar 62 6,75
3. Karangasem 72 7,83
4. Kerten 184 20,02
5. Laweyan 8 0,87
6. Pajang 84 9,14
7. Panularan 39 4,24
8. Penumping 63 6,86
9. Purwosari 148 16,10
10. Sondakan 115 12,51
11. Sriwedari 93 10,12
J u m l a h 919 100
Sumber : Kantor Pengelolaan PKL Surakarta 2008
3. Kecamatan Serengan
Tabel 8. PKL dengan penyebarannya Tahun 2005
No. Kelurahan Jumlah Prosentasi
1. Danukusuman 86 19,77
2. Jayengan 125 28,74
3. Joyotakan 18 4,14
4. Klemayan 37 8,51
5. Kratonan 74 17,01
6. Serengan 22 5,06
7. Tipes 73 16,78
J u m l a h 435 100
Sumber : Kantor Pengelolaan PKL Surakarta 2008
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4. Kecamatan Pasar Kliwon
Tabel 9. PKL dengan penyebarannya Tahun 2005
No. Kelurahan Jumlah Prosentasi
1. Baluwarti 0 0,00
2. Gajahan 35 3,74
3. Joyosuran 29 3,09
4. Kampung Baru 92 9,82
5. Kauman 170 18,14
6. Kedunglumbu 170 18,14
7. Pasar Kliwon 77 8,22
8. Sangkrah 64 6,83
9. Semanggi 300 32,02
J u m l a h 937 100
Sumber : Kantor Pengelolaan PKL Surakarta 2008
5. Kecamatan Banjarsari
Tabel 10. PKL dengan penyebarannya Tahun 2005
No. Kelurahan Jumlah Prosentasi
1. Sumber 50 1,98
2. Keprabon 92 3,64
3. Ketelan 26 1,03
4. Manahan 181 7,17
5. Banyuanyar 75 2,97
6. Nusukan 131 5,19
7. Gilingan 139 5,50
8. Timuran 121 4,79
9. Mangkubumen 158 6,25
10. Kadipiro 36 1,43
11. Punggawan 43 1,70
12. Kestalan 103 4,08
13. Setabelan 1.371 54,28
J u m l a h 2526 100
Sumber : Kantor Pengelolaan PKL Surakarta 2008
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PKL yang berada di kota Surakarta pada umumnya melakukan aktivitas
berdagang dengan mengaandalkan modal yang sangat minim. Hal ini yang
dikatakan oleh ketua paguyuban Sringapono Jalan Slemet Riyadi Bapak Sukiman
sebagi berikut :
”......Modal pertama mereka sangat variasi, tergantung dari apa yang
akan mereka lakukan dalam usahanya, mulai dari kurang satu juta
rupiah hingga 4 juta rupiah”.
Senada dengan pendapat di atas, diikatakan  oleh  ketua  paguyuban Rukun
Makmur jalan Adi Sucipto Pak Ari sebagai berikut :
” Iya......mereka mendapatkan modal tersebut dari diri sendiri atau
pinjaman dari teman, sanak saudara bukan pinjaman dari koperasi
ataupun bank”.
Dalam melakukan aktivitasnya, PKL mengandalkan kekuatannya sendiri
untuk mempertahankan roda perekonomiannnya, Hal ini dapat di ketahui dari
keterangan tersebut di atas.
C. PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA
SURAKARTA
Pertumbuhan yang begitu cepat dan merebaknya para pedagang kaki lima
yang begitu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan
publik dan juga terkadang mengganggu ketertiban umum, selain itu juga dengan
begitu banyaknya keberadaan para pedagang kaki lima membuat kota Surakarta
kelihatan kotor dan kumuh sehingga hal ini yang melatarbelakangi pemerintah
kota Surakarta untuk melakukan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang
kaki lima di kota Surakarta.
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Diketahui bahwa tempat usaha mereka tanpa memperhatikan keindahan
dan ketertiban kota. Dalam beberapa kasus sering terjadi PKL setelah berjualan
tidak mebongkar atau tidak membersihkan tempat dagangan mereka, adakalanya
mereka membuat tempat usahanya yang semi permanen bahkan permanen. Selain
itu juga para PKL diketahui bahwa di sepanjang jalur lambat, taman dan trotoar
maupun area publik lainnya disetiap sudut kota Surakarta banyak dimanfaatkan
oleh para PKL Hal ini seprti diungkapkan oleh Kasi pembinaan kantor PKL,
sebagai berikut :
“........pertumbuhan PKL yang begitu pesat di kota Surakarta yang tidak
terkendali akan merusak keindahan kota disamping itu juga para PKL
berjualan semaunya tanpa menghiraukan kepentingan publik. Kenyataan
seperti inilah yang mendorong pemrintah kota untuk melakukan kebijakan
penataan dan pembinan para PKL “.
Hal seperti itulah maka  pemerintah  kota  berkeinginan  untuk mengatur
PKL menurut karakteristik PKL yang ada. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya
untuk lebih mempermudah pengaturan dan keseragaman dalam penanganan PKL
sehingga di samping PKL sebagai aset ekonomi daerah, PKL juga sebagai aset
pariwisata yang khas di kota Surakarta.
Hal seperti tersebut diatas, maka pemerintah kota Surakarta mengeluarkan
Peraturan daerah tentang penataan dan pembinaan Pedagang kaki lima yang
kemudian ditindak lanjuti dengan keputusan Walikotamadya Surakarta No.2
tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan peraturan daerah kotamadya daerah
tingkat II Surakarta nomor 8 tahun 1995 tentang penataan dan pembinaan PKL.
Hal ini separti diungkapkan oleh kepala kantor pengelola PKL sebagai berikut :
“......para PKL pada waktu itu perkembangannya begitu pesat sekali dan
kurang terkendali, mereka berjualan di tempat semaunya mereka sendiri
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sehingga kota Surakarta terkesan tidak rapi, hal seperti ini yang
mendorong pemerintah kota untuk mengeluarkan peraturan daerah
tersebut sehingga diharapkan PKL dapat tertata dengan rapi dan indah”.
Senada dengan pendapat tersebut diatas, menurut kasi perencanaan dan
pengedalian Sat.Pol PP kota Surakarta yang mengatakan sebagai berikut :
”........ merebaknya para PKL dan sulitnya mengatur mereka dan banyak
juga PKL menggunakan area-area kepentingan publik bahkan mereka
tidak tertib dalam berjualannya atau semrawut, hal ini apabila tidak
ditangani akan mengganggu keindahan kota. Salah satu alasan inilah
pemerintah mengeluarkan peraturan daerah tentang kebijakan penataan
dan pembinaan PKL”.
Dari keterangan tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa
latar belakang munculnya kebijakan penataan dan pembinaan PKL tersebut
dimaksudkan sebagai upaya unruk penertiban para pedagang kaki lima yang
diharapkan para PKL dapat manjaga keindahan dan kebersihan kota Surakarta,
sehingga dengan keberadaan PKL tidak melanggar tempat-tempat publik dan
aturan-aturan lainnya. Dengan demikian diharapkan juga kota Surakarta tercipta
sebagai kota yang sesuai dengan slogannya ”Berseri”,  bersih sehat rapi dan indah
sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi warganya juga bagi para wisatawan
yang berkunjung ke kota Surakarta.
D. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENATAAN PKL
MENURUT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1995
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995
tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima bahwa PKL sebagai bagian
dari sektor   kegiatan ekonomi yang   berperan menyerap tenaga kerja   dan
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meningkatkan pendapatan masyarakat perlu dilindungi, dibina dan dikembangkan
lebih efisien agar kehidupannya semakin sejahtera dan secara optimal dapat
memberikan hasil guna dan daya guna bagi perwujudan pembangunan kota
Surakarta. Namun demikian lokasi usaha PKL yang menempati fasilitas umum,
fasilitas kota dan ruang publik berpotensi menimbulkan berbagai ganguan
ketertiban, keamanan dan keindahan, untuk itu perlu diatur dan ditata guna
meminimalkan faktor negatifnya.
Untuk menata dan mengelola PKL diperlukan solusi yang integratif dan
dapat diterima semua pihak sehingga diperoleh Win-win Solution.. Keterlibatan
serta  partisipasi aktif stakeholder sangat diperlukan  untuk suksesnya Program
Penataan PKL.
Pada Tanggal 23 Juli 2006 Pemerintah Kota Surakarta telah berhasil
merelokasi 1000 PKL dari kawasan Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan
Semanggi dengan aman dan tertib tanpa ada aksi anarkhis dari para PKL. Seluruh
PKL setuju di relokasi ke tempat baru secara sukarela, bahkan pindahan ditandai
dengan acara kirab budaya yang melibatkan seluruh stakeholders kota dan PKL.
Keberhasilan ini menjadi acuan dalam penataan PKL di kawasan lain, artinya
perlu diberikan solusi yang tepat kemudian dilakukan pendekatan, baik
pendekatan psikolgis maupun sosiologis sehingga timbul keyakinan bahwa
program penataan PKL yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan mereka serta mendukung program
pembangunan kota, bukan untuk menggusur dan mematikan usaha PKL. Untuk
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dapat merealisasikan program penataan tersebut diperlukan dana yang cukup
besar, adapun uraian lengkap sebagai berikut :
Di dalam pelaksanaan Penataan dan pembinaan PKL di kota Surakarta
merupakan perjalanan panjang beragai upaya yang dilakukan pemerintah kota




3.Tenda PKL Knock Down
4.Gerobak PKL
5.Tindakan Persuasif, prefentif dan tindakan Yustisi
Selain itu juga di dalam penerapannya pemerintah kota Surakarta terhadap
PKL menggunakan konsep menata dengan memberi solusi tanpa menggusur
Pedagang Kaki Lima selain itu juga memberikan kepastian usaha dan
kenyamanan tempat usaha bagi para PKL. Dalam Program Penataan dan
pembinaan PKL pemerintah kota bertujuan agar pedagang kaki lima :
1. Mewujudkan tata ruang kota yang harmonis
2. Revitalisasi dan pengembalian tata ruang sesuai fungsinya
3. Tersedianya fasilitas umum & sosial
4. Memberi kepastian usaha bagi PKL
5. Memberdayakan ekonomi masyarakat
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Kantor pengelola PKL untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang telah
ditetapkan oleh walikota, mengeluarkan berbagai langkah seperti yang tertuang di
dalam Rancangan Strategis Kantor Pengelola PKL tahun 2006.
Implementasi Visi Misi Kota Surakarta yang tertuang dalam Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2003 serta hasil Musyawarah Rencana Kota Membangun
memberikan arah  untuk merumuskan Visi misi Kantor Pengelolaan Pedagang
Kaki Lima adalah sebagai berikut :
Visi : Terciptanya kemitraan Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah Kota
Surakarta dalam pembangunan Kota Surakarta.
Sedangkan misi :
1). Mewujudkan Pedagang Kaki Lima yang mandiri, memiliki daya tarik,
berdaya saing usaha, bersih, tertib hukum serta mampu berinteraksi sosial
dengan masyarakat.
0). Mewujudkan Pedagang Kaki Lima yang tertata sesuai dengan jenis dagangan
dan infratruktur pendukungnya sebagai salah satu daya tarik wisata.
1). Mewujudkan kawasan dan lokasi Pedagang Kaki Lima yang sesuai dengan
Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
Visi dan Misi Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima ditetapkan dengan
maksud sebagai arah penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan Kota
Surakarta dengan tujuan sebagai berikut :
1). Mewujudkan Pedagang Kaki Lima yang tertib dan tertata sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
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2). Mewujudkan Pedagang Kaki Lima yang memahami dan melaksanakan
peraturan yang berlaku.
3). Mewujudkan Pedagang Kaki Lima yang tertata dengan dasaran knock down.
4). Mewujudkan Perubahan Perilaku Pedagang Kaki Lima yang memahami dan
Peduli terhadap lingkungan
Adapun strategi Penataan Pedagang Kaki Lima dilaksanakan melalui
pembentukan zoning Pedagang Kaki Lima dalam bentuk pembentukan kawasan
Pedagang Kaki Lima dan pembentukan kantong-kantong Pedagang Kaki Lima
berupa selter, tenda dan gerobak dorong. Namun yang lebih penting dari
pembangunan fisik adalah pembangunan mental Pedagang Kaki Lima itu sendiri
sehingga PKL memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perundangan
dan lebih mudah untuk menerima program-program pemerintah.
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penataan non fisik dan fisik yang
dilakukan baik secara individu melalui pembinaan door to door maupun melalui
paguyuban, seminar dan  penyuluhan.
Adapun kegiatan untuk mendukung keberhasilan tujuan dari program
penataan dan pembinaan PKL dituangkan dalam strategi penangann PKL, yang
meliputi :
1. Pembinaan & Penataan Non Fisik ditujukan pada perubahan mental dan
perilaku Pedagang Kaki Lima menjadi sadar hukum dan berwawasan
lingkungan. Contoh : Training manajemen PKL untuk megembangkan dan
meningkatkan kemampuan manejerial, Pelatihan agar para PKL di dalam
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menjalankan  usaha mengutamakan sanitasi dan pengolahan makanan yang
bersih dan sehat, sosialisasi peraturan daerah dan peraturan pendukungnya.
a. Pembinaan Manajemen
Kegiatan ini berupa pembinaan di bidang managemen pengolahan
makanan, penyajian hidangan, desain interior dan eksterior PKL hingga
manajemen pengelolaan keuangan. Pembinaan secara intensif dilakukan
baik secara door to door maupun melalui lembaga yang ada. Hingga untuk
menjaga iklim yang kondusif seperti tersebut di atas maka perlu adanya
realisasi awal terhadap bantuan pinjaman lunak bagi para PKL yang
diberikan secara bergulir. Bantuan pinjaman lunak abadi tersebut sebagai
penyediaan modal bagi para pelaku sektor informal yang kesulitan modal
guna mengembangkan usahanya.
b. Pemberian Bantuan Modal Usaha dan Modal Kerja
Untuk menunjang pembinaan yang dilakukan maka diperlukan bantuan
modal usaha berupa pinjaman uang serta bantuan modal kerja berupa
sarana usaha.
2. Pembinaan & Penataan Fisik ditujukan untuk perubahan bentuk, desain dan
letak! lokasi dasaran Pedagang Kaki Lima. Kegiatan fisik berupa bantuan tem-
pat usaha PKL. Kebijakan yang ditetapkan adalah relokasi ke tempat usaha
baru yang representative, pemberian shelter, tenda knock down dan gerobak
PKL. Pemberian bantuan tempat usaha disesuaikan dengan situasi dan kondisi
PKL dan lingkungan dan diberikan secara gratis, contoh : Pembenahan tem-
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pat dasaran/ usaha Pedagang Kaki Lima agar tertata dengan rapi tidak
kelihatan terkesan kumuh  dan relokasi tempat usaha.
Tabel 11.
Time Schedule Program Pembinaan PKL pada Kantor Pengelola PKL
Tahun 2008
Bulan ke-Jalan













Sumber : Kantor Pengelola PKL Tahun 2008
3. Penertiban ditujukan untuk menjamin kedua tindakan di atas mendapat respon
positif dari Pedagang Kaki Lima, apabila Pedagang Kaki Lima tetap
membandel dan tidak mengindahkannya maka diberikan surat teguran dan
peringatan. Dilanjutkan pengiriman rekomendasi terhadap Tim Penegak Perda
untuk dilakukan tindakan yustisi.
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Tabel 12.
Time Schedule Program Penertiban PKL pada Kantor Pengelola PKL Tahun 2008
Bulan ke-Jalan













Sumber : Kantor Pengelola PKL Tahun 2008
Dalam   pelaksanaannya, ketiga langkah di atas   dilakukan secara
bersama—sama dan integral sehingga saling mendukung dengan penekanan
terhadap unsur persuasif-edukatif tanpa mengesampingkan upaya hukum berupa
tindakan yustisi oleh Tim Penegak Perda. Pemerintah Kota Surakarta berharap
cukup dengan tindakan persuasif dan edukatif para Pedagang kaki Lima telah mau
berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak diperlukan
tindakan yustisi yang akan merugikan para Pedagang Kaki Lima sendiri.
a. Tujuan Kegiatan
1. Kegiatan Non Fisik
Tersedia dana pinjaman lunak bagi kebutuhan modal PKL sehingga dapat
diminimalisir para pedagang mikro ini berhubungan dengan lembaga
keuangan/perseorangan yang membebankan suku bunga yang tinggi.
Diharapkan kebutuhan akan modal dapat terpenuhi tanpa ada beban suku
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bunga yang tinggi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan para
PKL ( pedagang Mikro ).
2. Kegiatan Fisik
a. Merubah kesan kumuh menjadi indah dan asri dengan membangun taman
yang bersih dan berbudaya guna memberi kenyamanan bagi masyarakat
kota serta mengembalikan fungsi fasilitas umum, fasilitas sosial dan ruang
publik sesuai peruntukannya.
b. Memberikan kepastian usaha dan kepastian tempat usaha bagi PKL yang
telah ditata karena  kebijakan penataan akan diikuti dengan pemberian
Surat Ijin, Surat Hak Penempatan dan Tanda Daftar Perusahaan yang
diberikan secara gratis.
Segala bentuk kebijakan dalam pengelolaan PKL di Kota Surakarta
didasarkan pada berbagai peraturan perundangan yang berlaku antara lain   :
1. Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Perda No. 8 Tahun 1988 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
3. Perda No. 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Madya
Dati II Surakarta tahun 1993 sld 2013.
4. Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang
Kaki Lima Kota Surakarta;
5. Perda No. 6 Tahun 2005 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota
Surakarta;
6. Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
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Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima;
Kebijakan Walikota dalam menangani Pedagang Kaki Lima adalah
memberdayakan sektor usaha informal  sehingga  mampu berkembang menjadi
usaha formal melalui kepastian usaha dan tempat usaha. Kepada Pedagang Kaki
Lima akan diberikan ijin dan apabila dimungkinkan dilakukan relokasi dengan
memberikan Surat Hak Penempatan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Kasi
Pembinaan PKL dengan menggunakan falsafah jawa yaitu sebagai berikut :
“…… Di dalam sosialisasi dengan PKL kami selalu mengatakan
Manggon nganggo waton ofo waton manggon serta nyambut gawe kanthi
seneng ofo sak senenge dhewe. Manggon nganggo Waton artinya bahwa
Pedagang Kaki Lima harus mampu menempatkan diri sesuai dengan
peraturan yang ada serta norma yang ada di lingkungan ia berada dengan
menjaga kebersihan  dan  ketertiban. 0fo Waton manggon artinya tidak
hanya mementingkan kepentingan pribadi dengan mendirikan tempat
dasaran Pedagang Kaki Lima tanpa mempertimbangkan aturan hukum
serta situasi dan kondisi lingkungannya”.
Lebih lanjutnya Kasi Pembinaan kantor pengelola PKL mengatakan
sebagai berikut :
“........selain itu juga ada falsafah nyambut gawe kanthi seneng diartikan
bahwa dalam berusaha PKL harus mencintai pekerjaannya, dengan
demikian ia akan berusaha sebaik—baiknya untuk mengembangkan usaha
tersebut dan dengan senang hati mentaati peraturan hukum yang ada serta
norma  yang  berlaku  di lingkungan ia  berada. 0fo  Nyambut gawe sak
senenge artinya PKL tidak bekerja semaunya dengan tidak mengindahkan
aturan hukum serta norma yang berlaku di masyarakat.”
Apabila kedua falsafah tersebut dapat diterapkan potensi munculnya
konflik berkaitan keberadaan Pedagang Kaki Lima dapat diminimalisir. Inti
kebijakan Pemerintah kota dalam penanganan masalah Pedagang Kaki Lima
adalah memberikan solusi yang tepat dengan tidak mematikan atau merugikan
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usaha Pedagang Kaki Lima itu sendiri namun juga dapat mengakomodir
kepentingan warga kota yang lain.
b. Konsep dan Kondisi Yang Ingin Dicapai Proyeksi Ke Depan
Kepala Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta
berpendapat bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan bagian dari sektor kegiatan
ekonomi yang mampu berperan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan
pendapatan masyarakat sehingga perlu dilindungi, dibina dan dikembangkan lebih
efisien agar kehidupan para Pedagang Kaki Lima semakin sejahtera dan secara
optimal dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi perwujudan tujuan
pembangunan daerah Kota Surakarta sebagai bagian dari tujuan Pembangunan
Nasional.
Mengingat pertumbuhan Pedagang Kaki Lima sedikit banyak dipengaruhi
oleh pertumbuhan pusat-pusat keramaian serta penggunaan tempat-tempat umum
antara lain tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan sebagai tempat usaha Pedagang
Kaki Lima, maka perlu untuk dibina, ditata dan ditertibkan. Pembinaan, penataan
dan penertiban Pedagang Kaki Lima tidak bertujuan untuk memarginalkan peran
dan kehidupan Pedagang Kaki Lima namun ditujukan untuk meningkatkan taraf
serta kualitas hidupnya dengan memberikan kepastian tempat usaha dan ijin
usaha.
Pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan Penataan Pedagang Kaki
Lima dengan mempertimbangkan aspek ketertiban, keamanan, ekonomi, sosial
dan budaya yang ada di Kota Surakarta melalui zoning—zoning Pedagang Kaki
Lima dengan diwujudkan dengan konsep penataan sebagai berikut :
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a. Pembentukan Kawasan Pedagang Kaki Lima
Yaitu tempat/lokasi yang digunakan untuk menampung PKL yang di
relokasi. Pembentukan kawasan diaplikasikan apabila pada satu wilayah
terdapat PKL dalam jumlah besar dengan potensi ekonomi yang tinggi namun
tidak tersedia lahan di wilayah tersebut untuk menata PKL. Di lain pihak
tersedia lahan di lokasi lain untuk menampung dan menata PKL. Relokasi
dilakukan dengan tujuan memberikan kepastian usaha melalui pemberian ijin
usaha sehingga merubah status  PKL dari pedagang informal menjadi
pedagang formal serta memberikan kepastian usaha dengan menempatkan
para PKL ke dalam pasar. Pasca relokasi pada kawasan ini akan diberikan
treatment/penanganan khusus sehingga kawasan tersebut dapat menjadi
terkenal dan dapat menarik perhatian calon konsumen untuk datang.
Kawasan Pedagang Kaki Lima yaitu tempat/ lokasi yang digunakan
untuk menampung Pedagang Kaki Lima yang direlokasi. Pembentukan
kawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan untuk merelokasi
serta jumlah Pedagang Kaki Lima yang besar. Pedagang Kaki Lima yang telah
direlokasi di kawasan akan mendapatkan kepastian tempat usaha serta ijin
usaha sehingga status mereka meningkat dari pedagang informal menjadi
pedagang formal. Sebagai pedagang formal memungkinkan mereka untuk
dapat masuk dalam lembaga keuangan sehingga kebutuhan akan modal dapat
teratasi. Pada kawasan ini akan diberikan treatment/ penanganan khusus
sehingga kawasan tersebut dapat menjadi terkenal dan mampu menarik
perhatian calon konsumen untuk datang.
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b. Pembentukan Kantong-kantong Pedagang Kaki Lima
Kantong-kantong Pedagang Kaki Lima dibentuk apabila relokasi tidak
dapat dilaksanakan melalui program shelter Pedagang Kaki Lima, tenda
Pedagang Kaki Lima dan gerobak dorong Pedagang Kaki Lima. Pedagang
Kaki Lima yang menempati kantong-kantong diberikan ijin usaha sehingga
menjamin kepastian usahanya. Pemerintah Kota Surakarta melakukan
perlindungan, pembinaan dan pengembangan usaha sektor informal
(Pedagang Kaki Lima) dengan harapan dapat meningkatkan
kesejahteraannya. Pedagang Kaki Lima pada akhirnya diharapkan memiliki
kemampuan untuk meningkatkan usahanya, memiliki daya tarik dan daya
saing usaha serta tidak menjadi salah satu sumber timbulnya permasalahan
sosial termasuk ketertiban masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan
kantong-kantong PKL adalah sebagai berikut :
1. Shelter PKL
Pembangunan shelter PKL Knock Down dilakukan apabila terdapat
lahan untuk mendirikannya tanpa menimbulkan gangguan terhadap
lingkungannya.
Ukuran : 2,5 x 3 m, Kerangka besi, lantai plester, atap multi roof dengan
partisi khas Kota Solo. Bangunan dengan system dapat dibongkar-pasang
tanpa merusak bentuk awal Shelter kecuali lantai plester. Desain bercorak
etnik Solo.
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Gambar 7. Contoh Shelter PKL :
2. Tenda Knock down
Apabila tidak tersedia lahan untuk mendirikan Shelter PKL, maka Tenda
Knock Down merupakan alternatif yang diberikan pada PKL.
Ukuran : 2,5 x 3 m, Kerangka Besi dan Tenda Terpal Tahan Air.
Gambar 8. Contoh Tenda PKL Knock Down  :
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3. Gerobak Dorong/ Gerobak Kaca/ Gerobak Tenda
Bantuan diberikan pada PKL yang tidak dimungkinkan untuk didirikannya
tenda maupun shelter PKL dan diberikan pada PKL dengan mobilitas yang
tinggi.gerobak bernuansa etnik Solo.
Gambar 9. Contoh Gerobak PKL:
Secara spesifik Kantor Pengelola PKL merencanakan program-program
yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap.Adapun  tahap-tahap program tersebut adalah :
a. Program dan Tujuan Jangka Pendek
Program dan tujuan Penataan Pedagang Kaki Lima dalam jangka pendek
salah satunya adalah melakukan pembinaan, penataan dan penertiban secara
rutin sehingga diharapkan tercipta kesadaran dikalangan Pedagang Kaki Lima
mengenai kebersihan, ketertiban, sadar hukum serta mampu berinteraksi sosial
dan lingkungan. Sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan
pengusaha sektor informal (Pedagang Kaki Lima) dengan Pemerintah Kota
dan warga masyarakat, dengan demikian terciptalah kondusivitas kota.
Kegiatan ini terbagi dalam :
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1). Program Penataan
Program ini tindak lanjut dari pembinaan yang dilakukan sebelumnya,
melakukan penataan baik desain interior maupun eksterior dasaran
Pedagang Kaki Lima. Kegiatan ini terjadwal dengan memprioritaskan
pada ruas—ruas jalan protokol.
2). Program Penertiban
Program penertiban dilakukan terhadap Pedagang Kaki Lima yang tidak
memberikan respon positif terhadap bentuk—bentuk Pembinaan dan
Penataan yang telah dilakukan. Adapun bentuk dari penertiban ini bersifat
terbatas artinya terhadap pelanggaran yang dilakukan segera ditertibkan.
Kegiatan ini terjadwal dengan memprioritaskan pada ruas—ruas jalan
protokol.
3). Program Kasus/ khusus, terdiri dari :
a). Tim yang menangani kasus yang berkaitan dengan Pedagang Kaki
Lima yang diadukan/ dilaporkan oleh Dinas, Instansi, Kantor, Bagian
dan Masyarakat.
b). Tim yang menangani kasus khusus yang diperintahkan langsung oleh
Bapak Walikota, Bapak Wakil Walikota serta Bapak Sekretaris
Daerah Kota Surakarta.
Kedua Tim ini dibentuk untuk memberikan respon yang cepat
terhadap perintah maupun laporan/aduan yang masuk.
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b. Program dan Tujuan Jangka Menengah
Pedagang Kaki Lima   dalam jangka menengah   diharapkan telah
mandiri, memiliki daya tarik dan daya saing usaha, bersih, tertib hukum serta
mampu berinteraksi sosial dengan masyarakat. Diharapkan pula pada masa ini
telah tercipta satu bentuk pemerintahan yang relatif stabil dan penegakan
hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Tujuan dan Program Jangka Menengah adalah melakukan
pengelompokan jenis usaha Pedagang Kaki Lima  berdasarkan pada
karakteristik dagangannya serta waktu berjualan. Dengan demikian
diharapkan penataan yang dilakukan dapat lebih efektif dan efisien di mana
dengan pengelompokan ini dapat diatur mengenai bentuk! desain dari dasaran
yang sesuai serta pembagian waktu usaha yang tepat. Sehingga lokasi yang
dipergunakan Pedagang Kaki Lima dapat lebih dipersempit dan tidak
menyebar fasilitas umum di seluruh kota.
Kegiatan Jangka Menengah antara lain :
1). Relokasi Pedagang Kaki Lima Kawasan Monumen Banjarsari Surakarta
ke Semanggi paling lambat Juli 2006 sehingga pada tanggal 17 Agustus
2006 dapat dilaksanakan Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 61.
2). Shelterilisasi Pedagang Kaki Lima di jalan Slamet Riyadi Surakarta dan
seputar Manahan
c. Program dan Tujuan Jangka Panjang
Pemerintah Kota Surakarta telah memiliki Peraturan Perundangan
yang akomodatif terhadap perkembangan Pedagang Kaki Lima serta
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tersedianya zone-zone Pedagang Kaki Lima, sehingga langkah-langkah dalam
Penataan Pedagang Kaki Lima lebih mudah dan terarah. Pemerintah Kota
Surakarta secara rutin melaksanakan penegakan hukum serta tumbuhnya
kesadaran hukum dikalangan masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima,
maka penataan Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan tanpa menimbulkan
ekses-ekses negatif. Zone—zone Pedagang Kaki Lima yang disediakan
didesain sedemikian rupa untuk dapat mengakomodasi kepentingan Pedagang
Kaki Lima. Di tempat baru tersebut keberadaan Pedagang Kaki Lima menjadi
formal dan lebih manusiawi.
Penegakan Hukum dalam hal ini Peraturan Daerah dan Keputusan
Walikota Surakarta harus dilakukan secara kontinyu dan tegas. Tanpa adanya
tindakan hukum yang tegas maka munculnya Pedagang Kaki Lima baru tidak
dapat dihindari.
Kegiatan Jangka Panjang antara lain :
1). Pembuatan Perda Pedagang Kaki Lima yang akomodatif
2). Penetapan zone-zone Pedagang Kaki Lima
3). Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota yang mengakomodir
ruang-ruang untuk penataan Pedagang Kaki Lima
Dari berbagai penjelasan tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan
bahwa kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Surakarta yang telah ditindak
lanjuti oleh kantor PKL melalui berbagai program yang dibuat untuk diarahkan
agar para PKL dalam melakukan aktivitasnya memahami dan mentaati program-
program yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Surakarta, sehingga terjalin
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suatu  kemitraan antara  pemerintah dan  para PKL yang  bersama-sama  untuk
mewujudkan kota Surakarta yang bersih, sehat, rapi dan indah.
Di dalam melaksanakan suatu kebijakan atau melaksanakan suatu program
yang telah ditetapkan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan diperlukan
tahapan-tahapan didalam pelaksanaannya. Pada prinsipnya implmentasi kebijakan
program penataan dan pembinaan PKL di kota Surakarta sudah dilakukan melalui
tahap sosialisasi hingga tahap pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari
keterangan kepala kantor Pengelola PKL sebagai berikut :
”......... implementasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL kami
lakukan melalui sosialisasi kemudian pada pelaksanaanya. PKL diminta
bisa mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota,
dengan solusi yang telah diberikan oleh pemerintah kota maka diharapkan
PKL dapat ditata agar terlihat tertib, rapi dan indah”.
Senada dengan pendapat tersebut diatas Kepala SatPol PP kotamadya
Surakarta mengatakan sebagi berikut :
”...........di dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan PKL
pemerintah menggunakan konsep pemberdayaan PKL agar bersedia ditata
sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Pemerintah menggunakan cara
pendekatan dialogis, santun dan tegas, bagi PKL yang melanggar aturan
yang telah ditetapkan akan ditindak dan pemerintah kota mengharapkan
kota Surakarta menjadi kota yang tertib, tidak terkecuali semua PKL akan
mendapatkan hak yang sama ”
Sebagai gambaran untuk untuk memperjelas tahapan-tahapan implemntasi
kebijakan penataan dan pembinaan PKL dapat dijelaskan tahapan-tahapannya.
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E. PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURAKARTA
Program penataan dan pembinaan PKL dilatar belakangi oleh persoalan
PKL yang kian merebak di kota Surakarta. Berdasarkan data dari pengelola kantor
PKL Surakarta tahun 2005, jumlah PKL tercatat 5817. Jumlah ini tergolong cukup
besar, mereka tersebar di seluruh kota Surakarta, dimana mereka berjualan di
tempat-tempat yang strategis.
Para PKL pada umumnya waktu usaha mereka pada siang dan malam,
sebagian kecil saja yang berusaha pada dini hari. Tempat-tempat PKL sebagian
besar tempat usahanya sudah berbentuk permanen dan semi permanen. Lokasi
usaha PKL berada di jalur larangan seperti : Jalan Jend. Sudirman, parit/saluran
air, tanggul, taman kota, jalur hijau, cagar budaya, monumen, tempat Pendidikan,
instansi Pemerintah, Taman Pahlawan dan sekitar tempat bangunan ibadah.
Selain daripada itu sebagian besar PKL belum dijangkau oleh lembaga
keuangan resmi sehingga di dalam mengembangkan usahanya belum bisa
maksimal, mereka adalah pengusaha mikro yang perlu dibina oleh pemerintah
kota. Para PKL juga sebagian besar belum memilki koperasi yang mampu
menyediakan kebutuhan keuangan bagi anggotanya dan lemahnya kesadaran PKL
akan peraturan/hukum sehingga mereka sering melanggar peraturan-peraturan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota.
Hal ini di katakan oleh Kasi pembinaan Kantor pengelola PKL sebagai
berikut :
”.....PKL akan sulit mendapatkan pinjaman lunak dari lembaga keuangan
resmi seperti bank atau kantor kioperasi, hal ini dikarenakan status
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mereka yang masih informal sehingga bank tidak berani untuk
menanggung resiko jika terjadi kredit macet ataupun pihak PKL pindah
usaha. atau juga lari, untuk itu kami selalu memberikan kepada PKL
solusi dengan cara merelokasi mereka ke pasar-pasar tradisional sehingga
satutus mereka menjadi pedagang pasar dan formal sehingga dapat
meminjam uang ke lembaga keuangan resmi untuk menambah usaha
modalnya”.
Senada dengan pendapat diatas, dikatakan oleh kasi penertiban kantor
pengelola PKL sebagi berikut :
”......kurang kesadaran dari PKL dan minimnya pendidikan sehingga
mereka sulit mengembangkan usahanya. Mau mndirikan koperasi mereka
sendiri tidak mengusai seluk-beluk perkoperasian dan kesadaran hukum
begitu kurang Hal ini disebabkan lemahnya pengetahuan mereka tentang
hukum dan mengakibatkan seringnya mereka melanggar peraturan”.
Tabel 13.
Data Jumlah PKL menurut bentuk Tempat Usaha dan Lokasi Usaha
Hasil Pendataan Tahun 2005










Laweyan 257 33 188 397 44 919
Serengan 155 25 80 132 43 435
Pasar Kliwon 249 171 164 296 37 917
Jebres 257 397 81 224 71 1030
Banjarsari 1522 378 141 381 94 2516
JUMLAH 2440 1004 654 1430 289 5817
Sumber : Kantor Pengelola PKL
Implementasi kebijakan memegang peranan yang sangat penting bagi
tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Kantor pengelola PKL
membuat rancangan penataan PKL di kota Surakarta. Subtansi konsep penataan
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dan pembinaan tertuang secara rinci yang meliputi, visi, misi kantor PKL dan
program dan tujuan jangka pendek, jangka menegah dan jangka panjang.
Untuk mendukung agar implementasi kebijakan penataan dan pembinaan
terhadap PKL sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengacu pada
program kerja tersebut, maka diperlukan langkah-langkah yang  komperhensif,
dalam arti  langkah-langkah yang dilakukan oleh kantor pengelola PKL perlu
dijalin kerjasama dan koordinasi dan sinkronisasi dengan instasi lain atau berbagai
pihak, sehingga tujuan kebijakan yang ditetapkan dapat tercapai.
Proses implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di
kota surakarta sebagai berikut :
1. Sosialisasi Kebijakan Program Penataan Dan Pembinaan PKL Di Kota
Surakarta
Program penataan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota
Surakarta yang tertuang dalam peraturan daerah no.8 tahun tahun 1995 dan
ditindaklanjuti oleh keputusan Walikota Surakarta no.2 tahun 2001 maka kantor
pengelola PKL sudah melakukan langkah-langkah dan memberikan penyuluhan
kepada PKL di kota Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari informasi yang diberikan
oleh Kasi pembinaan kantor pengelola PKL sebagai berikut :
”.........dalam mengimplementasikan   kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah kota Surakarta , kami melakukan langkah-langkah sosialisasi.
Berbagai upaya kami lakukan untuk melakukan sosialisasi terhadap PKL.
Mulai dari sosialisasi secara lisan door to door, kerjasama dengan
LSM,dikumpulkannya PKL diberikan sosialisasi, mengedarkan surat-surat
peringatan dan pemberitahuan kepada PKL yang berisi tentang aturan-
aturan program penataan dan pembinaan PKL bahkan kami
memberitahukan saksi-saksi yang bakal dikenakan bagi PKL yang
melanggar”
86
Pendapat ini dibenarkan oleh salah seorang pedagang kali lima anggota
paguyuban panglima Singapono yang berjualan makanan sehari-harinya Ibu Rini
sebagai berikut :
”.........iya, sebelum aparat menertibkan kami sebagai PKL yang berjualan
di tempat-tempat terlarang, kami terlebih dahulu didatangi oleh petugas
dari kantor PKL. Mereka memberikan penjelasan kepada kami hal-hal
yang tidak boleh kami lakukan berjualan di tempat yang tidak semestinya.
Kemudian beberapa hari kemudian para PKL dikumpulkan di suatu tempat
diajak berdialog oleh petugas kantor PKL memberikan arahan-rahan
kepada kami”
Demikian pula keterangan yang diberikan oleh ketua paguyuban Panglima
Singapono Bapak Sukiman yang mengatakan sebagai berikut :
”..........Sebelum ditertibkan, kami sudah menerima peringatan-peringatan
atau sosialisasi yang diberikan oleh kantor PKL akan tetapi kami
mengharapkan kepada pemerintah kota Surakarta bahwa pemerintah dapat
mengayomi kami sebagai pedagang kecil, kami tahu kalau kami
melanggar peraturan akan tetapi terpaksa kami lakukan karena
bagaimanapun usaha kami untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami,
selain itu juga keberadaan kami sebagai PKL secara tidak langsung telah
menciptakan pekerjaan dan mengurangi pengangguran”.
Kantor pengelola PKL melakukan berbagai bentuk sosialisasi, berbagai
saluran informasi digunakan, melalui rapat-rapat formal sampai informal.
Pendekatan dialogis lebih diutamakan. Rapat dengan paguyuban ataupun melalui
media-media lainnya. Selain pertemuan formal dengan PKL pemerintah kota
Surakarta juga melalui pendekatan-pendekatan informal. Hal ini dilakukan agar
lebih terbina suasana kekeluargaan yang menguntungkan kedua belah pihak
Hal ini seperti yang dikatakan oleh Kepala Pengelola Kantor PKL yang
mengatakan sebagai berikut :
”.......berbagai kegiatan untuk mensosialisasikan peraturan kami lakukan,
diantaranya lewat rapat, dengan mengundang PKL ke kantor dan kadang
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kami juga mendatangi mereka lewat door to door atau pertemuan
paguyupan yang mereka adakan”.
Dari keterangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa PKL sudah pernah
memperoleh sosialisasi yang dilakukan oleh Pengelola Kantor PKL kota
Surakarta. Sosialisasi itu lewat rapat yang bersifat formal maupun informal. Hal
ini mengindikasikan bahwa untuk mndukung langkah-langkah dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan Kantor Pengelola PKL sudah melakukan
berbagai saluran informasi yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
Pengelola Kantor PKL Kota Surakarta didalam mensosialisasikan peraturan-
peraturan yang berlaku sudah dilaksanakan dengan baik.
Pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan para PKL
bertujuan untuk menyamakan persepsi atau pemahaman tentang peraturan daerah
yang mengatur para PKL, sehingga diharapkan PKL dapat mentaati peraturan
tersebut. Di dalam melakukan pertemuan pemerintah kota melakukan secara
kontinyu sehingga diharapkan PKL benar-benar memahami dan menaati peraturan
yang telah di soailaisasikan tersebut.
2. Tempat Usaha
Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa ”Tempat usaha PKL ditetapkan oleh
Walikota madya kepala daerah”. Ketentuan yang lebih operasional adalah Surat
Keputusan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang pedoman
Pelaksanaaan Peraturan daerah Kotamadya daerah tingkat II Surakarta No 8
Tahun 1995 tentang Penataan an Pembinaan PKL. Pada Bab II berisi tentang
larangan tempat berusaha Pedagang kaki lima. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa :
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(1) Untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman, dan kebersihan kota
Surakarta, dilarang menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum termasuk
parit, tanggul, taman kota, jalur hijau, cagar budaya, monumen, sekolah,
Taman Pahlawan, sekitar bangunan tempat ibadah sebagai tempat kegiatan
usaha PKL.
(2) Selain tempat-tempat yang dilarang sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, Jl.
Jenderal Sudirman dilarang sebagai tempat usaha PKL.
Tempat penataan usaha bagi PKL meliputi kebersihan, kerapian,
keindahan, kesehatan lingkungan, ketertiban dan keamanan. Akan tetapi
kenyataan di lapangan ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para



































   
6. TSTJ (Taman Satwa
Taru Jurug) Kenthingan
   
7. Rukun Makmur
Jl. Adi Sucipto
    
8. Jiwa Manunggal,alun-
alun utara Gladag
    
9. Ronggolawe, Baron    
10. Manunggal Karso, Pasar
Kliwon
  
11. Sayuk Rukun, Sktar
Hotel Indah PalaceTipes
12. Non Paguyupan     
Sumber ; Data primer yang diolah kembali, 2008
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Dari data tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa ternyata PKL masih
banyak melanggar peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah kota Surakarta,
namun hal ini memang disadari oleh para PKL, akan tetapi demi kelangsungan
hidup mereka atau faktor ekonomi, lapangan pekerjaan yang tidak ada atau yang
tidak bisa mereka masuki. Disisi lain, mereka perlu menghidupi rumah tangganya,
kebutuhan anak mereka dan tidak boleh berhenti, sehingga mereka tetap berusaha
mencari nafkah walaupun mereka tahu melanggar peraturan yang ada. Hal ini
seperti yang dikatakan oleh ketua paguyuban Rukun Makmur sebagai berikut :
”..... di dalam menjalankan usaha sebagai PKL, kita tahu kalau ini
melanggar, akan tetapi bagaimana lagi..... kami harus menghidupi keluarga
kami dan kami harus bertahan hidup dimana semua serba sulit, mencari
pekerjaan, mencari makan, tapi jika pemerintah punya jalan keluar yang
lebih baik kami akan mengikutinya”.
Di  dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa, ”Setiap  PKL  harus
bertanggungjawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan,
kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha”. Akan tetapi para






























8. Jiwa Manunggal, alun
alun utara Gladag
  
9. Ronggolawe, Baron   
10. Manunggal Karso, Pasar
Kliwon
  
11. Sayuk Rukun, Sekitar
Hotel Indah PalaceTipes
  
12. Non Paguyupan   
Sumber : Data primer yang diolah kembali, 2008
Dari data tersebut di atas dibenarkan oleh Kasi Pembinaan Kantor
Pengelola PKL sebagai berikut :
”...... para PKL di dalam kepatuhan terhadap peraturan belum sepenuhnya
mematuhi, namum disisi lain mereka sudah menjalankan seperti kerapian,
kebersihan dan keamanan. Sehingga sampah-sampah sisa-sisa mereka
berjualan tidak berserakan dan juga mereka manjaga keamanan di
lingkungannya masing-masing”.
3. Perijinan
Di dalam pasal 4 Peraturan Daerah tahun 1995 menyebutkan bahwa PKL
di dalam menjalankan usaha harus mendapatkan ijin penggunaan tempat
usahanya. Adapun prosedur untuk memperoleh ijin telah diatur di pasal 4 ayat (2)
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dengan cara diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan
yang ditetapkan.
Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa para PKL tidak
ada yang menggunakan ijin di dalam menjalankan usahanya. Hal ini dapat dilihat
dari tabel berikut dibawah ini :
Tabel.16. PKL yang melakukan perijinan
No. Paguyuban Ijin Tidak
1. Panglima Sringapono (Ngapeman) 
2. PPSK (Paguyuban pedagang sekitar Kampus) Jebres 
3. Ras (kleco-kreten) Jl. Slamet Riyadi 
4. Kalipur Puwosari Jl. Slamet Riyadi 
5. Gotong Royong Jl.Veteran 
6. TSTJ (Taman Satwa Taru Jurug) Kenthingan 
7. Rukun Makmur Jl. Adi Sucipto 
8. Jiwa Manunggal, Alun Alun Utara Gladag 
9. Ronggolawe, Baron 
10. Manunggal Karso, Pasar Kliwon 
11. Sayuk Rukun, Sekitar Hotel Indah PalaceTipes 
12. Non Paguyupan 
Sumber : Datra primer diolah kembali, 2008
Dari data tersebut di atas umumnya para PKL di dalam menjalankan
usahanya tidak menggunakan ijin ketika mereka menempati tempat usahanya.
Berbagai alasan mereka kemukakan, sebenarnya mereka tahu bahwa tempat
berdagang mereka dilarang, akan tetapi mereka tidak melakukan proses perijinan.
Mereka berpendapat jika melakukan proses perijinan usaha mereka pasti ditolak
oleh pemerintah kota. Penegakkan hukum yang lemah semakin mendukung
keberanian PKL untuk melakukan pelanggaran terhadap peratauran daerah
tersebut.
Di dalam pasal 4 ayat (5) disebutkan : “Apabila tidak sedang berdagang,
pedagang diharuskan membongkar tempat jualan tersebut, yang berbentuk
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gerobak dorong untuk dipindahkan dan dilarang diletakkan di pinggir jalan”.
Akan tetapi yang terjadi di lapangan bahwa para PKL tidak mengindahkan
peraturan yang ditetapkan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah
ini.
Tabel 17. Type Bangunan/tempat PKL
No. Type bangunan/tempat Jumlah %
1. Permanent 2.280 62.91
2. Bongkar pasang/tenda 645 17.80
3. Gerobag (cenderung berhenti) 427 11.78
4. Mobil (Cenderung herhenti) 50 1.38
5. Gelaran/oprokan 222 6.13
J u m l a h 3.624 100.00
Sumber : Kantor Pengelola PKL 2008
Dari data tersebut di atas dikatakan oleh Kasi Penertiban Kantor pengelola
PKL sebagai berikut :
‘....memang benar sebagian besar PKL setelah selesai berdagang tidak
membongkar dagangannya, hal ini dikarenakan bentuk tempat usahanya.
Mereka menata tempat usahanya sedemikian rupa sehingga menjadi
permanent, hal ini agar memudahkan di dalam menjalankan usahanya”.
Dari keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa para PKL di
dalam menjalankan usahanya masih banyak menggunakan tempat yang
permanent. Hal ini menandakan bahwa PKL belum mematuhi peraturan yang
diberlakukan oleh pemerintah kota Surakarta.
Peristiwa kerusuhan Mei 1998, dampaknya membuat perekonomian kota
Surakarta semakin berat. Berbagai dampak permasalahan akibat kerusuhan Mei
1998 begitu terasa bagi masyarakat kecil. Permasalahan kesehatan, kemiskinan
dan penganguran menjadi beban pemerintah kota Surakarta.
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Melihat hal demikian, bagi pemerintah kota Surakarta merupakan suatu
dilema, harus bertindak tegas terhadap PKL akan tetapi mengingat mereka adalah
korban dari kerusuhan Mei 1998, selain itu mereka berusaha mandiri tanpa
bantuan dari pemerintah kota Surakarta. Akan tetapi di lain pihak untuk menjaga
kewibawaan pemerintah kota harus menegakkan hukum dan aturan yang berlaku.
Untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Surakarta, maka pemerintah kota
Surakarta mengedepankan hukum, akan tetapi pendekatannya menggunakan
kekeluargaan dengan cara budaya dan dialogis.
Pernyataan ini dibenarkan oleh Kasi Pembinaan Kantor Pengelola PKL
sebagai berikut :
”.......... Pasca kerusuhan Mei 1998 PKL di kota Surakarta berkembang
pesat sekali, mereka kebanyakan korban dari kerusuhan, yang kami
lakukan adalah hanya melakukan himbauan-himbauan saja. Tindakan
tegas tidak kami lakukan untuk menghindarkan terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan”.
4. Pembinaan
Pemerintah kota Surakarta untuk kepentingan pengaturan dan
pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan PKL maka dibentuk Tim
Pembina Pedagang Kaki Lima seperti yang termuat di dalam pasal 9 ayat (1).
Adapun susunan anggota Tim Pembina PKL sebagai berikut :
1. Asisten I Sekda kota Surakarta sebagai Ketua
2. Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta sebagi Wakil Ketua
3. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Surakarta sebagai Sekrkretaris
4. Komandan Pelaksana Harian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
sebagai Wakil Sekretaris
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5. Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakara sebagai Anggota
6. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta sebagai Anggota
7. Bagian Hukum Sekda Kota Surakarta sebagai Anggota
8. Bagian Perkotaan Sekda Kota Surakarta sebagai Anggota
9. Bagian Perekonomian Sekda Kota Surakarta sebagai anggota
Tugas Tim pembina PKL sebagaimana tersebut dalam pasal 9, adalah
sebagai berikut :
1. Mengadakan pembinaan dan pengarahan teknis kewirausahan kepada PKL.
2. Memberikan pertimbangan dan sarana lokasi yang ditunjukdan ditetapkan
untuk tempat usaha PKL
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota
Pembinaan yang dilakukan oleh kantor pengelola PKL terhadap para PKL
dilakukan dengan berbagai jalur diantaranya dengan melakukan pendekatan
secara kekeluargaan, door to door atau mengumpulkan mereka kesuatu tempat
kemudian dilakukan pembinaan.
Hal ini seperti dikatakan oleh Kasi Pembinaan Kantor Pengelola PKL
sebagai berikut. :
”...... Pembinaan yang kami lakukan mengutamakan pendekatan secara
dialogis, Hal ini agar tidak terjadi benturan secara fisik kepada mereka.
Door to door juga kami lakukan di dalam pembinaan tersebut. Penyuluhan
yang dilakukan diantaranya kebersihan sanitasi, menggunakan sarung
tangan dalam berjualan atau juga menggunakan celemek”.
Hal senada juga di katakan oleh Pak Ari, PKL yang berjualan burung di
Grobagan Gading sebagai berikut :
”....... kami biasanya dikumpulkan di kelurahan, di sana kami diberikan
pengarahan dan pembinaan di dalam menjalankan usaha. Pembinaan
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hanya berupa peringatan-peringatan agar kami tidak melanggar peraturan
daerah. Sebenarnya  yang  kami harapkan  bantuan  dalam berusaha agar
usaha kami bisa lebih baik dan maju dikemudian hari”.
Dari keterangan tersebut diatas, pemerintah kota mengedepankan
pembinaan, tindakan tegas belum dilakukan, sementara peringatan-peringatan
masih menunjukan tingkat yang rendah. Pembinaan yang dilakukan masih jauh
dari harapan PKL yaitu ingin memajukan usahanya atau meningkatkan taraf hidup
mereka. Pembinaan yang dilakukan masih sebatas peringatan terhadap
pelanggaran yang dilakukan PKL.
Melihat kenyataan ini kantor Pengelola PKL sudah melakukan langkah-
langkah agar PKL di kota Surakarta mentaati peraturan daerah, yaitu diantaranya
dengan memberikan sanksi bagi PKL yang melanggar. Keterangan tersebut dapat
dilihat penjelasan dari Kasi Pembinaan Kantor Pengelola PKL sebagai berikut :
”.........beberapa kali kami beri peringatan kepada PKL, mulai dari
peringatan lisan dan tertulis. Jika mereka tetap juga tidak mengindahkan
maka kami melakukan tindakan tegas. Sebagai contoh, hal ini telah kami
lakukan penertiban payung di depan Grand Mall. Mereka berapa kali kami
himbau agar mencuci payung akan tetapi juga tidak menuruti maka
terpaksa kami tarik payung-payung tersebut”.
Dari data tersebut di atas kantor pengelola PKL di dalam melakukan
sanksi ataupun tindakan masih sebatas tolerir, pembinaaan masih di kedepankan.
Hal ini bisa dilihat bahwa meskipun masih banyak PKL yang melanggar peraturan
akan tetapi mereka masih jarang memperoleh sanksi. Hal ini dilakukan karena
penanganan masalah PKL di kota Surakarta masih cukup kompleks, beragam dan




Pasal 8 peraturan daerah nomor 8 tahun 1995 menyebutkan bahwa setiap
PKL yang telah memperoleh ijin   penggunaan tempat usaha sebagaimana
dimaksud pasal 4 ayat (1) peraturan daerah ini dikenakan restribusi pelataran
pasar yang terkatub dalam peraturan daerah tentang pasar, restribusi kebersihan
kota, berdasarkan Peraturan Daerah tentang restribusi kebersihan kota, serta
peraturan daerah lainnya.
Sebagian besar PKL yang berada di kota Surakarta telah membayar
restribusi setiap harinya dari Rp 200,- sampai Rp 600,- per harinya. Beragam
penarikannya, ada yang setiap hari dan ada juga dua hari sekali, selain itu juga ada
juga penarikan restribusi yang dilakukan sehari dua kali, itu di lakukan karena
PKL yang berjualan dari pagi sampai malam hari. Hal ini dibenarkan oleh PKL
yang berjulan hand phone di Jebres sebagai berikut :
”...... iya kami ditarik karcis sehari dua kali, tapi kami juga tidak merasa
keberatan karena kami juga berjualan sampai malam hari. Bagi kami yang
penting bisa tetap berjualan di sekitar kampus UNS. Kami menurut dengan
aturan yang telah dibuat oleh pemerintah kota, itu kami lakukan demi
kelancaran usaha kami juga.”
Hal senada juga di katakan PKL yang berjualan nasi rames mulai pagi
sampai malam di depan Novotel jalan Slamet Riyadi yang bernama ibu Rini
sebagai berikut :
” ..... restribusi setiap hari tetap kami bayar kepada petugas yang menarik,
kami tahu berjualan di trotoar dilarang akan tetapi demi kebutuhan
kelurga kami tetap berjulan di sini, untuk itu segala aturan yang di buat
pemerintah kami tetap nurut saja.... Asalkan kami bisa tetap berjualan”.
Untuk tahun 2008 ini pemerintah kiota Surakarta menargetkan
penerimaan restribusi PKL untuk PAD adalah sebesar Rp 208.250.000,- Hal ini
ada kenaikkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya
menargetkan sebesar Rp 155.000.000,- Selisih kenaikkan target ini sebesar
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Rp 53.250.000. Target kenaikan ini dikarenakan dengan keberadaannya wisata
kuliner PKL Gladag Langen Boga yang baru diresmikan 13 April 2008. Hal ini
sebagaimana diungkapkan oleh Kasi Pembinaan Kantor Pengelola PKL sebagai
berikut :
“...... Peningkatan target penerimaan restribusi PKL untuk tahun ini
memang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelum yaitu mulai tahun 2005 sampai dengan 2007 yang hanya
menargetkan Rp 155.000.000,-, hal ini dikarenakan dengan bertambahnya
PKL wisata kuliner yang berada di Gladak dan tentu saja akan menambah
dari pendapatan restribusi daerah dan mudah-mudahan saja target tersebut
dapat tercapai “.
Senada dengan pendapat tersebut di atas, menurut seorang staf bagian
bendahara barang berharga (karcis) mengatakan sebagai berikut :
“........ kenaikan terget penarikan restribusi ini dikarenakan dengan
adanya wisata kuliner PKL di Gladak dan kami berharap target yang
telah ditentukan dapat terpenuhi “.
Adapun jumlah partisipasi PKL dalam Sumbangan Restribusi pada Tahun
2008 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 18. Jumlah  penarikan restribusi setiap bulan.
No. Bulan Jumlah Keterangan
1. Januari Rp  12.937.200,-
2. Pebruari Rp  14.629.400,-
3. Maret Rp  15.458.600,-
4. April Rp  16.696.600,-
5. Mei Rp  16.039.600,-
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6. Juni Rp  15.074.000,-
7. Juli Rp  18.000.000,-
8. Agustus Rp  16.701.400,-
9. September Rp  15.455.800,-
10. Oktober Rp  18.955.000,-
11. Nopember Rp  19.721.000,-
12. Desember Rp  28.592.000,-
J u  m l a  h Rp  208.260.600,-
Sumber : Kantor pengelola PKL, Nopember 2008
Data di atas menunjukkan bahwa target penarikan restribusi PKL yang
ditentukan oleh pemerintah kota Surakarta sebesar Rp 208.250.000,- dapat
terpenuhi, hal ini dikarenakan adanya PKL Gladak Langen Boga yang berjualan
setiap hari di Gladak Surakarta.
Di dalam penarikan restribusi terhadap PKL ini merupakan suatu dilema
bagi pemerintah kota di dalam menjalankan implementasi kebijakan penataan dan
pembinaaan PKL di kota Surakarta. Dengan ditariknya restribusi, maka PKL
merasa usaha yang dilakukannya telah mendapat legitiminasi. Mereka merasa
legal berjualan, Perasaaan legal inilah yang membuat mereka berani melanggar
peraturan daerah, diantaranya dengan membuat tempat usaha yang permanent,
semi permanen dan beratap tidak menggunakan terpal. Padahal di dalam peraturan
daerah tersebut tidak ada menyebutkan bahwa kalau PKL yang telah membayar
restribusi dianggap oleh pemerintah adalah sebagai usaha yang legal. Persepsi ini
hingga sekarang masih digunakan oleh PKL untuk melanggar ataupun melawan
pemerintah di dalam implementasi kebijakan pembinaan dan penataan PKL di
kota Surakarta.
F. BERBAGAI HASIL YANG TELAH DILAKUKAN DI DALAM PROSES
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PEMBINAAN DAN PENATAAN PKL DI KOTA SURAKARTA
Adapun keberhasilan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di
kota Surakarta dapat dilihat dari gambar-gambar di bawah ini. Gambar-ganbar ini
menunjukan kondisi sebelum pelaksanaan program dan sesudah pelaksanaan
program penataan dan pembinaan PKL :
Ganbar 10.
Kondisi kawasan Pasar Monumen Banjarsari sebelum pelaksanaan
program




Kondisi kawasan Pasar Monumen Banjarsari setelah pelaksanaan program
Ganbar 13
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Kondisi kawasan Pasar Monumen Banjarsari setelah pelaksanaan program
Tempat Relokasi PKL yang berada di Kawasan Monumen Banjarsari
ke Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi
Ganbar 15.
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Tempat Relokasi PKL yang berada di Kawasan Monumen Banjarsari
ke Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi
Ganbar 16.
Kondisi tempat Relokasi PKL di Pasar Klithikan Semanggi sekarang yang
dahulu mereka berjualan di kawasan Monumen Banjarsari.
Gambar 17
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Kawasan Manahan sebelum pelaksanaan program
Gambar 18.
Kawasan Manahan setelah pelaksanaan program
Gambar 19.
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Kawasan Manahan setelah pelaksanaan program
Gambar 20.
Kawasan Manahan setelah pelaksanaan program
Gambar 21
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Kawasan Pasar Kembang sebelum pelaksanaan program
Gambar 22.
Kawasan Pasar Kembang setelah pelaksanaan program
Gambar 23
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Kawasan Pasar Nusukan sebelum pelaksanaan program
Gambar 24
Kawasan Pasar Nusukan setelah pelaksanaan Program
G. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI
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KEBIJAKAN PENATAAAN DAN PEMBINAAN PKL
1. Koordinasi
Koordinasi yang dimaksud di sini adalah koordinasi yang dilakukan oleh
pelaksana program penataan dan pembinaan PKL dengan dinas atau instansi yang
terkait dengan program ini. koordinasi ini diperlukan guna mencegah terjadinya
konflik, mencegah ketidakjelasan, dan dapat memaksa semua pihak yang terlibat
untuk bertindak dan berfikir sesuai dengan sasaran dan tujuan program.
Koordinasi adalah sebagai unsur penting dalam mendukung suatu
keberhasilan implementasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini, karena
kebijakan penataan dan pembinaan PKL merupakan kebijakan yang lintas sektoral
sehingga membutuhkan dukungan dari semua pihak yang mempunyai andil dalam
mensukseskan program penataan dan pembinaan PKL di kota Surakarta ini.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Pasar, SatPol-PP,
Dinas Koperasi, bagian tata Pemerintahan Kota Surakarta, maka penulis
menyimpulkan bahwa koordinasi yang ada antara dinas atau instansi yang terkait
dengan program ini sudah berjalan dengan baik. Semua pihak yang terkait
dilibatkan dan selalu diajak untuk menentukan kebijakan yang diambil. Selalu
terjadi koordinasi melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh pemerintah
Kota Surakarta.
Pertemuan dilakukan secara rutin oleh tim gabungan baik sebelum
program dilaksanakan maupun setelah program dilaksanakan. Berdasarkan risalah
rapat sekretariat DPRD anggota DPRD juga dilibatkan dalam pertemuan-
pertemuan koordinasi dengan Tim Gabungan program penataan dan pembinaan
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PKL ini. Pemerintah juga selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPRD
atas kebijakan yang diambil. Sejak perumusan kebijakan semua pihak yang terkait
dilibatkan dan di dekati agar kebijakan penataan dan pembinaan PKL dapat
terlaksana dengan baik.
Koordinasi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Walikota kemudian
seluruh anggota tim diwajibkan untuk selalu hadir pada setiap rapat koordinasi.
Surat Keputusan Walikota itu juga sekaligus merupakan pemberitahuan secara
resmi kepada instansi-instansi yang dilibatkan dengan program penataan dan
pembinaan PKL ini. Walikota Surakarta juga mampu mengkoordinir bawahannya
dengan baik, sehingga pembagian tugas antar agen pelaksana dapat jelas diterima
oleh para agen pelaksana. Rapat-rapat koordinasi selalu dilakukan apabila
menjelang hari pelaksanaan penertiban (relokasi) dan program penataan dan
pembinaan PKL
Koordinasi juga dilakukan untuk merespon aspirasi dari PKL, rapat
dilakukan untuk mencari jalan keluar terbaik bagi semua pihak. Setiap ada demo
dari PKL, pemerintah melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang terlibat
dalam program ini untuk bersama-sama membahas untuk mencari jalan keluar
yang terbaik bagi kedua belah  pihak. Setiap ada demo dari  PKL pemerintah
mengadakan rapat untuk membahasnya dengan semua tim yang terlibat dalam
program ini. Setelah pemerintah mendapatkan jalan keluar atas aspirasi dari PKL
maka perwakilan dari PKL di undang untuk membahas bersama, sehingga
diharapkan dapat menemukan jalan keluar yang terbaik dari kedua belah pihak.
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Berdasarkan wawancara dengan pihak agen pelaksana, diketahui bahwa
pembagian tugas dan urutan kegiatan telah diatur di dalam Perda nomor 6 tahun
2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta sebagaimana diubah dalam Perda nomor 4 Tahun 2004 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 6 tahun 2001 tentang Susunan
Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.
Dengan demikian masing-masing instansi terkait mempunyai
tanggungjawab atas beban kerja yang diberikan kepada mereka dan juga masing-
masing instansi terkait bekerja sesuai dengan pedoman kerja dan keputusan-
keputusan hasil rapat koordinasi yang rutin diadakan.
Koordinasi antara pedagang kaki lima juga terjalin dengan baik, sehingga
mempermudah komunikasi antara agen pelaksana dan kelompok sasaran. Ketika
ada persoalan atau ketidakpuasan PKL atas kebijakan yang diambil dalam
program ini, pemerintah mengajak para ketua kelompok atau ketua paguyuban
PKL untuk mewakili PKL untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua
belah   pihak. Aspirasi para PKL didengarkan,   dan   pemerintah melakukan
pendekatan secara kekeluargaan dan apabila memungkinkan maka permintaan
PKL dapat dipenuhi.
2. Sikap
Sikap adalah suatu pandangan, orientasi dan nilai-nilai yang diyakini
dan dianut baik oleh kelompok sasaran kebijakan penataan dan pembinaan
110
PKL maupun oleh agen pelaksana, serta tindakan dan tingkah laku yang
ditunjukkan sebagai implementasi dan nilai-nilai atau yang dianutnya tersebut.
Perubahan-perubahan tertentu dalam sumber-sumber dan sikap
kelompok-kelompok masyarakat terhadap tujuan dari out put kebijakan
memainkan peranan yang cukup penting dalam proses implementasi. Dalam
kaitan ini dilema yang biasanya dihadapi oleh para pembuat kebijakan yang
berusaha untuk merubah perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran ialah
bahwa derajat dukungan publik yang berbeda-beda dari waktu ke waktu
(Wahab,2004:97)
Menurut Rodgers dan Bullock (Wahab,2004:105), keputusan
seseorang untuk patuh terhadap peraturan/undang-undang merupakan fungsi
dari :
a. Kemungkinan bahwa pelanggaran akan mudah dideteksi dan diseret ke
pengadilan.
b. Tersedianya sanksi-sanksi untuk menghukum mereka yang melakukan
pelanggaran.
c. Sikap kelompok sasaran terhadap keabsahan (legitiminasi) peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan.
d. Ongkos/beban bagi kelompok sasaran yang patuh.
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Sikap yang dimaksud disini adalah sikap kelompok sasaran dan agen
pelaksana.
a. Sikap Kelompok Sasaran
Sikap kelompok sasaran merupakan faktor yang tidak kalah penting,
karena suatu kebijakan publik cakupan kepentingannya adalah kepentingan umum
yang tentu saja mengarah kepada publik sebagai kelompok sasaran. Kelompok
sasaran adalah bagian dari stakeholder yang diharapkan dapat mengadopsi pola-
pola interaksi yang diruimuskan oleh analisis kebijakan. Dalam hal ini kelompok
sasaran kebijakan ini adalah Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta.
Pemahaman dan pengertian dari kelompok sasaran akan mendukung
proses implementasi kebijakan yang ada cenderung diterima. Selain pemahaman
yang cukup, kebijakan yang dibuat hendaknya dapat memberikan manfaat bagi
kelompok sasaran. Pemahaman tersebut akan berlanjut pada kepatuhan dari
kelompok sasaran dalam menjalankan kebijakan yang diberlakukan, dalam hal ini
program penataaan dan pembinan PKL di kota Surakarta.
Pada program ini sosialisasi dilakukan melalui pendekatan-pendekatan
secara kekeluargaan, dialogis dan budaya selain itu juga pemerintah melakukan
dengan cara melalui media massa, diskusi atau pertemuan dengan paguyupan-
paguyuban, door to door dan lain-lain. Selain itu juga pemerintah melakukan
pendekatan dan penjelasan melalui program kepada LSM-LSM, Ormas, tokoh
masyarakat, sehingga diharapkan banyak pihak yang mengerti dan memahami
mengenai tujuan dari program ini, yang akhirnya diharapkan mendukung program
ini. Dukungan dari LSM, Ormas dan tokoh masyarakat inilah yang membantu
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pemerintah untuk mensosialisasikan program ini kepada PKL. Walaupun
beberapa kali terjadi demo-demo untuk menolak program ini tapi hal tersebut
tidak berlangsung lama, dikarenakan setelah para ketua paguyuban atau ketua
kelompok PKL dan juga beserta PKL diajak untuk duduk bersama mancari jalan
keluar, sebagian besar para PKL akhirnya menerima dari program ini.
Dari beberapa PKL yang diwawancarai, rata-rata mengakui kalau mereka
mengetahui tentang larangan berdagang di lokasi tempat mereka berjualan
tersebut, mereka juga sebenarnya mendukung rencana pemerintah untuk menata
dan membuat kota Surakarta agar terlihat bersih, sehat, rapi dan indah seperti
slogan kota Surakarta “Berseri“, tapi karena alasan ekonomi yang membuat
mereka terkadang menolak program ini.
Akan tetapi setelah diberikan pengertian, sikap tegas dan ancaman denda
dari pemerintah membuat mereka berubah sikap dan menerima program ini
walaupun pada awal-awal kebijakan mereka harus mengalami penurunan
pendapatan yang cukup besar. Mereka hanya berharap agar pemerintah
memberikan kemudahan  dan fasilitas yang  dapat mempercepat perkembangan
usaha mereka sehingga pendapatan mereka dapat kembali normal. Sikap PKL
yang menerima dan mendukung dari program ini jelas sangat membantu program
implementasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL di kota Surakarta ini.
b. Sikap Pelaksana
Aspek yang juga penting adalah sikap pelaksana, yaitu bagaimana
dukungan yang diberikan para pelaksana terhadap kebijakan yang dibuat oleh
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pembuat kebijakan. Hal ini penting, mengingat dengan adanya dukungan yang
positif dari para pelaksana maka implementasi kebijakan akan lebih mudah
dilakukan. Dalam pelaksanaannya kebijakan akan berhasil atau tidak, tentunya
akan menyangkut kemampuan para pelaksana dalam menampung dan
menyelesaikan persoalan selama berlangsungnya pelaksanaan kebijakan.
Menurut pengamatan dan wawancara, para agen pelaksana sangat
mendukung dengan adanya program ini. Hal ini dikatakan oleh salah satu staf
kantor pengelola PKL sebagai berikut :
”........apapun kebijakan-kebijakan yang keluarkan oleh pemerintah kota
termasuk tentang penataan dan pembinaan PKL kami selalu mendukung
dan akan melaksanakan dengan sebaik-baikn, sebagai pegawai kami akan
mentaati kepada aturan yang berlaku apalagi gtujuannya itu demi
kepentinganan bersama untuk mewujudkan kota Surakarta yang bersih,
sehat, rapi dan indah”
Mereka menganggap program ini akan memberikan dampak positif bagi
kota  Surakarta. Agen pelaksana percaya bahwa program ini merupakan jalan
keluar yang baik atas permasalahan PKL yang ada kota Surakarta. Polisi PP selalu
melakukan pengawasan rutin dengan cara mengontrol para PKL untuk tidak
berjualan di tempat-tempat yang dilarang. Apabila PKL tertangkap tetap berjualan
maka barang dagangannya disita dan mereka akan diserahkan kepada pihak
penyidik Polri, kemudian disidang di pengadilan agar diberikan sanksi dan denda.
Sikap tegas ini dilakukan pemerintah agar PKL bisa mematuhi Peraturan Daerah
yang telah dibuat oleh pemerintah.
Mereka juga memuji kepemimpinan Bapak Joko Widodo selaku Walikota
Surakarta yang dianggap memiliki sikap dan ide-ide yang baik bagi kota
Surakarta. Selain itu juga sikap Walikota yang selalu mendengarkan dan
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mempertimbangkan masukkan dari bawahannya, hal ini juga berpengaruh positif
terhadap sikap agen pelaksana. Para agen pelaksana menjadi semakin terdorong
untuk melaksanakan tugas secara optimal dan bertanggung jawab. Sikap agen
pelaksana ini jelas mempengaruhi implementasi program penataan dan pembinaan
PKL.
3. Kondisi Ekonomi
Dampak kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik
merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Sekalipun
dampak dari faktor ini mendapat perhatian yang kecil, namum menurut Van Mater
dan Van Horn, faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam
terhadap pencapaian tujuan (Winarno,2004:117)
Kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap program implementasi
kebijakan penataan dan pembinaan PKL. Kondisi ekonomi yang baik dapat
mendukung implementasi suatu kebijakan. Kondisi ekonomi tempat kebijakan itu
dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.
Keberhasilan program Penataan dan pembinaan PKL di kota Surakarta ini juga
dipengaruhi kondisi dan kemampuan ekonomi kota Surakarta. Semakin besar
kontribusi yang diberikan dalam menunjang pelaksanaan  kebijakan program
ini, maka akan semakin besar kemungkinan keberhasilan dalam
mengimplementasikan kebijakan program ini . Hal ini seperti dikatakan oleh
Kepala Kantor Pengelola PKL, Bapak Bambang sdebagai berikut :
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”...........Suatu kebijakan akan berjalan sesuai dengan apa yang telah
diprogramkan jika ada komitmen oleh kepala daerah, dana yang tersedia,
legitimasi oleh DPRD dan Stakeholder dan alhamdulillah di kota Surakarta
ini ke empat syarat ini sudah terpenuhi sehingga kebijakan dalam
penanganan PKL di Surakarta ini sudah berjalan sesuai dengan program
yang telah di buat oleh pemerintah.”
Dan lebih jauh lagi kepala kantor pengelola Pedagang Kaki Lima
mengatakan sebagai berikut :
” ..........Kepala daerah begitu peduli dengan keberadaan PKL untuk dapat
menertibakannya dengan menyediakan dana yang cukup besar yang di
ambil dari APBD kota Surakarta yaitu sebesar Rp 2.595.975.000,- untuk
penataan dan pembinaan PKL sehingga implementasi kebijakan dapat
dilaksanakan dengan baik”
Selain itu, kondisi perekonomian PKL juga akan mempengaruhi. Kondisi
ekonomi PKL yang cukup baik akan lebih mudah di dalam penataan dan
pembinaannya, karena mereka dapat tetap bertahan di tempat baru yang telah
disediakan oleh pemerintah. Pada awal-awal program rata-rata pedagang
mengalami penurunan pendapatan. Tetapi bagi PKL yag pendapatannya pas-
pasan, jelas program ini akan membuat mereka kesulitan ekonomi. Hal ini
disimpulkan  dari  wawancara dengan  beberapa PKL. Berikut hasil wawancara
yang dilakukan pada tanggal 28 Juli 2008 Pak Arif penjual mie ayam di depan
Solo Squere :
”........ pertama-tama setelah kami dipindahkan di shelter ini, berjualan sepi
sekali, banyak dari pelanggan kami yang tidak tahu kalau kami sudah di
pindahkan di sini. Setelah berjualan sekitar dua sampai tiga bulan baru
kami dapat pelanggan baru, ya.. sekarang sudah mulai normal seperti dulu
lagi”.
Rata-rata pedagang yang diwawancarai mengalami penurunan pendapatan
yang drastis. Rata-rata pedagang mengalami penurunan pendapatan 20 hingga 50
persen dari sebelumnya. Seperti hasil wawancara pada tanggal 5 Agustus 2008
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dengan ketua Paguyuban Pasar Klithikan, Semanggi Bapak Joko yang berjualan
di lantai 2 pasar Klithikan Notoharjo Semanggi, sebagai berikut :
”...... Setelah kami di relokasi di sini, dagangan kami sepi dari pembeli,
sehari satupun barang belum tentu laku. Untung saja kami disini di
gratiskan toko atau tempat berjualan, andai  saja disuruh membeli
dicicilpun kami tak sanggup. Kami bisa bertahan sampai sekarang
berjualan, setelah sekitar tiga bulanan pembeli mulai ada walaupun tidak
seramai dulu lagi waktu berjualan di Banjarsari’
Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa faktor ekonomi
memainkan peranan penting dalam program ini. PKL akan sangat keberatan
dengan program yang memberikan dampak buruk pada pendapatan mereka,
karena alasan ekonomi yaitu pendapatan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan
hidup sehari-hari maka sebagian PKL yang telah di relokasi atau telah mendapat
penataaan dan pembinaan, mereka kembali berjualan sebagai PKL di tempat-
tempat yang dilarang oleh pemerintah.
4. Sumber Daya
Menurut George C. Edward III (Subarsono,2005:91), Sumberdaya adalah
faktor yang penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Dalam
implementasi penataan dan pembinaaan PKL faktor sumber daya sangat
berpengaruh terhadap keberhasilan program. Sumber daya yang harus tersedia
dalam pelaksanaan program implementasi kebijakan penataan dan pembinaan
PKL dapat berupa sumber daya manusia maupun sumber daya sarana prasarana.
Menurut Chandler dan Plano (Joko Widodo, 2001:26) mengartikan
Akuntabilitas (Accountability) sebagai “refers to the institution of checks and
balance in administrasi system“. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang
checks and balance dalam ssstem admiinistrasi Akuntabilitas berarti
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menyelenggarakan penghitungan (account) terhadap sumber daya atau
kewenangan yang digunakan.
Ketersediaan sumber daya yang memadai dan dapat diandalkan akan
sangat  menentukan   keberhasilan suatu program implemtasi kebijakan   dan
kewenangan  yang  diberikan  hendaknya  dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini
terjadi karena sumber daya merupakan unsur pelaksana dari kebijakan baik berupa
perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pengendalian maupun penegakkan
terhadap program penataan dan pembinaaan PKL di kota Surakarta. Sumber daya
manusia dapat diukur dari jumlah personil dan tingkat pendidikan yang dimiliki
oleh pihak yang diserahi tugas dalam pelaksanan kebijakan. Sumber daya
mencukupi dan tersedia sangat dibutuhkan akan dapat mendukung implemntasi
kebijakan. Sumber daya manusia di Kantorpengelola PKL dapat dilihat dari tabel
berikut ini :
Tabel 19. Jumlah SDM Menurut Golongan dan Pendidikan
Tingkat Pendidikan
SD SMP SMA D 111 S1 S2 JumlahNo Gol
L P L P L P L P L P L P L P
1 11/a - -
2 11/b 2 2 1 4 1
3 11/c 1 1 1 1
4 11/d 1 1 1 1
5 111/a 3 1 1 3 2
6 111/
b
5 1 1 2 6 3




9 1V/a 1 - 1
10 1V/b 1 1 -
Jumlah 3 1 10 4 1 5 4 2 1 21 10
Sumber : Kantor pengelola PKL, Nopember 2008
118
Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa di kantor Pengelola PKL
kualitas dari sumber daya manusia menurut tingkat pendidikan sudah cukup
memadai yaitu sebagian besar berpendidikan SLTA dan S1. Salah satu tugas dari
kantor pengelola PKL adalah penarikan restribusi dan sebagian besar sumber daya
manusia yang ada di kantor pengelola PKL bertugas sebagai penarik restribusi
yaitu berjumlah 13 orang, yang tugas penarikan restribusinya pada siang dan
malam hari.
Hal ini jika di lihat dari dari jumlah PKL yang ada sekarang 3.917 orang
maka tidak terjadi keseimbangan, maka untuk itu diperlukan penambahan personil
dalam penarikan restribusi sehingga akan berjalan dengan efektif.
Secara umum hasil penelitian implementasi kebijakan penataaan dan
pembinaan PKL di kota Surakarta dapat digambarkan matrik sebagai berikut :
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Tabel 20. Matrik Hasil Penelitian tentang faktor yang mempengaruh dalam
Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di kota Surakarta
NO ASPEK HASIL PENELITIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
Faktor yang mempengaruhi kebijakan Mendukung Menghambat
1. Koordinasi - Koordinasi yang dilakukan
dengan
instansi terkait sudah berjalan
dgn baik. Begitu pula koordinasi
yang dilakukan dengan PKL sudah
berjalan sesuai dengan yang
direncanakan

Sikap kelompok sasaran :
- Masih banyak PKL yang tidak
mematuhi dan menanggapi
peraturan daerah tentang
penataan dan pembinaan PKL
2. Sikap -
- Sikap Pelaksana :
- Pelaksana mendukung Program
kebijakan penataan dan
pembinaan PKL dan menindak
dengan tegas jika PKL melanggar
peraturan yang berlaku.

Pemerintah kota Surakarta :
- Pemerintah mengeluarkan dana




- Kondisi PKL :
Dengan minimnya atau terbatasnya







- Secara kualitas sumber daya
manusia yang tersedia sudah
cukup memadahi akan tetapi
secara kuantitas jumlah SDM




H. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI
HAMBATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN
PEMBINAAN PKL DI KOTA SURAKARTA
Dari matrik hasil penelitian dapat diketahui bahwa hambatan dalam
implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :
1. Pedagang Kaki Lima tidak mematuhi dan menanggapi terhadap peraturan
daerah tentang penataan dan pembinaaan.
2.Kondisi ekonomi pas-pasan yang membuat PKL cenderung untuk melakukan
pelanggaran-pelanggran terhadap peraturan daerah.
3.Sumber Daya Manusia yang terbatas dari pemerintah yang tidak sebanding
dengan jumlah PKL yang ada.
Dari keterangan di atas, pemerintah sudah melakukan berbagai langkah-
langkah untuk mengupayakan agar PKL memahami dan melaksanakan peraturan
daerah tentang penataaan dan pembinaan PKL Pemrintah melakukan langkah-
langhkah dengan cara persuasif yaitu melakukan teguran kepada PKL baik secara
lisan atau tulisan agar PKL tidak melanggar peraturan daerah. Akan tetapi PKL di
kota Surakarta masih tetap melanggar  peraturan  daerah  dengan alasan  bahwa
dengan telah membayarnya restribusi mereka menganggap bahwa mereka adalah
pedagang legal. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Kasi Penertiban kantor
pengelola PKL sebagai berikut :
”.....para pedagang kaki lima merasa bahwa dengan ditariknya restribusi
oleh pemerintah kota, mereka menganggap bahwa usahanya sudah
dilegalkan. Padahal restribusi itu hanyalah pembayaran menggunakan
fasilitas negara”.
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Pemerintah   di dalam penanganan PKL selalu melakukan   dengan
mengedepankan cara kekeluargaan sehingga benturan-benturan yang akan terjadi
diantara kedua belah pihak dapat dihindarkan. Selain itu juga Pemerintah kota di
dalam menangani masalah PKL selalu memberikan solusi diantaranya relokasi,
tendanisai, pembuatan shelter-shelter dan gerobagisasi dan semua ini berikan
secara gratis.
Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kota Surakarta di dalam
mengatasi PKL adalah sebagai berikut :
1. Relokasi PKL yang ada di Banjarsari ke Pasar Semanggi pada tanggal 23 Juli
2005.
2. Pemindahan PKL yang berjualan di tempat-tempat dilarang ke shelter-shelter
yang telah di sediakan. Contoh : PKL Manahan, PKL depan Solo Square, PKL
depan Rumah Sakit DKT Solo, PKL depan Taman jurug dan PKL Pedaringan.
3. PKL di berada di jalan Slamet Riyadi di berikan gerobak
4. Pemindahan PKL-PKL ke pasar tradisional sebagai contoh PKL Nusukan,
PKL Pasar kembang dan PKL yang berjualan di depan sekitar pagar alun-alun
Gladak
5. Kondisi ekonomi dari sebagian mayarakat kota yang pas-pas termasuk PKL
mendorong pemerintah kota untuk membangun infrastruktur kota Surakarta,
sehingga membuka peluang kerja bagi  masyarakat marjinal untuk bekerja
sebagai buruh bangunan dengan usaha padat karya, selain itu juga bagi PKL
dengan modal yang terbatas diberikan pinjaman lunak melalui koperasi-
koperasi untuk mengembangkan usahanya.
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6. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang terbatas di kantor pengelola
pedagang kaki lima diharapkan pemerintah kota menambah personil
pegawainya yang lebih berkualitas sehingga penanganan PKL akan lebih
efektif lagi.
Dari keterangan tersebut diatas, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh
pemerintah  kota  untuk memberikan  pemahaman terhadap PKL untuk menaati
peraturan daerah, bagi PKL yang melanggar peraturan akan diberikan teguran dan
ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi dan denda yang tegas kepada PKL,
sehingga diharapkan kedepannya kota Surakarta akan tertata lebih rapi lagi dan






Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya,
maka secara garis besarnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Program Implementasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Surakarta
telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surakarta nomor 8 tahun 1995. Sebelum kebijakan
diimplementasikan terlebih  dahulu  dilakukan sosialisasi kepada  para PKL.
Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan di kantor
PKL ataupun di tempat mereka berdagang. Bentuk sosialisasi berupa surat-
surat edaran ataupun surat  teguran yang tercantum pelanggaran yang
dilakukan sesuai dengan peraturan daerah, akan tetapi teguran yang dilakukan
oleh petugas masih sebagian besar tidak diikuti dengan tindakan sanksi,
walaupun ada juga PKL yang dikenakan sanksi akibat pelanggaran yang
dibuatnya. Petugas masih mengedepankan tindakan yang persuasif dan secara
kekeluargaan. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan bentrokan antara kedua
belah pihak
2. Setiap analisis berkenaan dengan implementasi kebijakan atau program harus
menyertakan elemen-elemen sebagai berikut : Tindakan kolaborasi, social
capital/policy network, akuntabilitas, responsivitas, responsibilitas, partisipasi
aktif kaum marjinal dalam decition making, diskresi untuk menjamin
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keadilan sosial sehingga semua pelaksanaan elemen-elemen ini
memungkinkan terselenggaranya kapabilitas bagi berfungsinya keberadaan
kaum marjinal.
3 Kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Surakarta yang telah ditindak
lanjuti oleh kantor PKL melalui berbagai program yang dibuat untuk
diarahkan agar para PKL dalam melakukan aktivitasnya memahami dan
mentaati program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota
Surakarta, sehingga terjalin suatu kemitraan antara pemerintah dan para PKL
yang bersama-sama untuk mewujudkan kota Surakarta yang bersih, sehat, rapi
dan indah.
4. Variabel koordinasi mempunyai peranan penting di dalam program
implementasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL. Program ini
dikoordinasikan oleh pemerintah kota Surakarta kepada semua pihak yang
terlibat, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik, mencegah
ketidakjelasan, dan dapat memaksa semua pihak yang terlibat untuk bertindak
dan berfikir sesuai dengan sasaran dan tujuan program. Koordinasi yang ada
antara dinas atau instansi yang terkait dengan program ini sangat baik. Semua
pihak yang terkait dilibatkan dan selalu diajak untuk menentukan kebijakan
yang diambil. Selalu terjadi koordinasi melalui pertemuan-pertemuan yang
diadakan oleh pemerintah kota Surakarta.
5. Variabel sikap agen pelaksana dan sikap kelompok sasaran juga mempunyai
pengaruh penting atas terlaksananya program implementasi kebijakan
penataan dan pembinaan PKL ini. Para agen pelaksana sangat mendukung,
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sehingga sangat membantu tercapainya tujuan dari program ini. Tetapi
sebagian besar para PKL masih banyak yang tidak menaati dan mematuhi
peratruran daerah sehingga pemerintah harus terus melakukan pengawasan
dan pemberian sanksi kepada PKL yang masih berjualan di tempat-tempat
yang terlarang.
6. Faktor kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap program implementasi
kebijakan penataan dan pembinaan PKL, karena program ini membutuhkan
dana yang sangat besar. Program ini didukung oleh kemampuan ekonomi kota
Surakarta yang akhirnya mempunyai dana yang cukup untuk melaksanakan
program kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini. Dana yang berasal dari
APBD kota Surakarta yang cukup besar Rp 2.595.975.000,- sehingga
program ini dapat berjalan dengan baik.
7. Variabel sumber daya juga sangat berpengaruh terhadap implementasi
kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini. Program ini harus melibatkan
banyak personil yang besar dengan kemampuan yang memadai sangat





Dalam penelitian implementasi dikenal berbagai model implementasi.
Penelitian ini tidak mengambil salah satu model saja akan tetapi mengadopsi
dari berbagai model tersebut, dengan mengambil beberapa variable yang
dianggap sesuai dengan topik  penelitian. Keterbatasan dalam menentukan
variable guna melihat barbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi membawa implikasi teoritis bahwa proses pengambilan
kesimpulan dalam penelitian ini menjadi terlihat sangat sederhana, oleh
karena itu penelitian ini akan berbeda jika variable yang digunakan berbeda.
Dari berbagai model-model implementasi dengan melihat subtansi
kebijakan penataan dan pembinaan PKL di kota Surakarta maka penulis tidak
memusatkan pada salah satu model akan tetapi dengan mengambil beberapa
faktor yang dianggap relevan berpengaruh terhadap proses implemenatasi
Perda tersebut. Adapun beberapa faktor yag dianggap penulis berpengaruh,
antara lain :
1. Koordinasi (diadopsi dari Edward III)
2. Sikap (diadopsi dari Edward III dan Masmanian & Sabatier)
3. Kondisi Ekonomi (Masmanian & Sabatier)
4. Sumber daya  (diadopsi dari Grindle dan Edward III)
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2. Implikasi Praktis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penataan
dan pembinan PKL di kota Surakarta sudah berjalan dengan baik, hal ini
karena  koordinasi yang dilakukan antar instansi berjalan dengan baik dan
didukung pula oleh sikap, kondisi dan sumber daya yang baik juga sehingga
implementasi kebijakan   yang   direncanakan sesuai dengan tujuan   yang
diharapkan. Akan tetapi penerapan sanksi-sanksi terhadap PKL belum
dilakukan secara tegas sehingga pelanggaran-pelanggaran masih dilakukan
oleh PKL. Sosialisasi secara kontinyu dan pemahaman terhadap hukum atau
peraturan oleh PKL terus dilaksanakan sehingga kesadaran PKL akan
meningkat dan  pelangaran atas peraturan  dapat diminimalisir. Pemahaman
terhadap aturan secara teknis sangat diperlukan guna dapat menghasilkan
implemntasi yang diharapkan.
C. Saran-saran
Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disampaikan beberapa saran
sebagai berikut :
1. Dalam upaya untuk mengatasi pertumbuhan PKL, maka diperlukan langkah-
langkah atau tindakan-tindakan untuk mengatisipasi sedini mungkin dengan
cara tindakan yang tegas terhadap PKL yang melangggar peraturan daerah dan
diberikan sanksi sehingga ada rasa jera kepada PKL dan mereka tidak akan
mengulangi lagi pelanggaran yang telah diperbuatnya.
128
2.. Dalam upaya untuk lebih menyadarkan tentang pemahaman terhadap peraturan
daerah, pemerintah diharapkan terus melakukan sosialisasi secara intesif
kepada PKL sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PKL
dapat diminimalisir.
1. Sikap agen pelaksana yang sangat mendukung program ini, seharusnya
diimbangi dengan dukungan dari PKL, pemerintah harus lebih intensif
melakukan pendekatan terhadap PKL. Aspirasi PKL yang memungkinkan
untuk dipenuhi harus lebih diperhatikan sehingga PKL akan memberikan
dukungan penuh terhadap program.
2. Pemerintah harus lebih memikirkan kesejahteraan PKL, hal ini terutama bagi
mereka yang telah mendapat kebijakan penataan dan pembinaan dalam
program kebijakan relokasi dan shelterisasi, sehingga merasa mereka betah
dan tidak kembali berjualan di tempat-tempat yang dilarang.
3. Aspek sumber daya manusia sudah bagus, namun hendaknya terus diadakan
peningkatan SDM.
4. Penulis merekomendasikan program kebijakan penataan dan pembinaan PKL
di kota Surakarta ini sebagai contoh program yang dapat dijadikan acuan bagi
kota-kota lain yang juga menghadapi persoalan yang sama.
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